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THE EFFECT OF CONTROLLING SHAREHOLDERS AND
CORPORATE GOVERNANCE ON CORPORATE TAX
AGGRESSIVENESS
(A Case Study on a Group of Non-Financial Companies Listed on Indonesia
Stock Exchange Period 2010-2014)
By:
Sarry Irawati Putri1)
Pratana Puspa Midiastuty, SE., M.Si., Ak, CA2)
ABSTRACT
This study aimed to examine the effect of controlling shareholders and
corporate governance on corporate tax aggressiveness. In addition, this study will
also examine whether corporate tax aggressiveness based on tax incentives or
non-tax incentives. Dependent variable in this study uses effective tax rate (ETR),
cash effective tax rate (CETR), book-tax difference Manzon-Plesko (BTD_MP),
and book-tax difference Desai-Dharmapala (BTD_DD) as proxies for tax
aggressive. Use controlling shareholders, the proportion of independent
comissioners, the size of auditing committee, tax incentive (profitability) and non-
tax incentives (leverage and size) as independent variables. The samples of this
study use 32 non financial companies which are incorporated in group ownership
and listed on Indonesia Stock Exchange from 2010-2014. Methods of data
collection used purposive sampling techniques.
This study use multiple regression as the method of analysis. The results
show that controlling shareholders, profitability, and size do not have effect on
corporate tax aggressivess. The proportion of independent comissioners has
negative effect on corporate tax aggressivess with ETR as proxie. The size of
auditing committee has positive effect on corporate tax aggressivess with
BTD_DD as proxie. Leverage has positive effect on corporate tax aggressivess
with ETR as proxie.
Key Words: Corporate tax aggressivess, controlling shareholders, the
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji kepemilikan pengendali dan
corporate governance terhadap tindakan pajak agresif perusahaan. Selain itu,
penelitian ini juga menguji tindakan pajak agresif berdasarkan insentif pajak atau
insentif non pajak. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tindakan pajak
agresif yang diukur dengan menggunakan empat proksi, yaitu effective tax rate
(ETR), cash effective tax rate (CETR), book-tax difference Manzon-Plesko
(BTD_MP), dan book-tax difference Desai-Dharmapala (BTD_DD). Variabel
independennya yaitu kepemilikan pengendali, proporsi komisaris independen,
komite audit, insentif pajak (profitabilitas) dan insentif non pajak (tingkat hutang
dan ukuran perusahaan). Sampel penelitian ini adalah 32 perusahaan grup sektor
non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014. Metode
pengumpulan data menggunakan teknik purposive sampling.
Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier
berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan pengendali,
profitabilitas, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak
agresif. Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tindakan
pajak agresif dengan proksi CETR. Ukuran komite audit berpengaruh positif
terhadap tindakan pajak agresif dengan proksi BTD_DD. Tingkat hutang
berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif dengan proksi ETR.
Kata Kunci: Tindakan pajak agresif, pemegang saham pengendali, proporsi
komisaris independen, komite audit, insentif pajak, insentif non pajak
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Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar
untuk menunjang kegiatan perekonomian pemerintah dan sebagai penyedia
fasilitas umum bagi masyarakat, sehingga diharapkan pajak dapat meningkatkan
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (Waluyo et al., 2015). Berdasarkan
informasi Badan Pusat Statistik (BPS), realisasi penerimaan pajak di Indonesia
pada tahun 2010 mencapai Rp 723.307 milyar dan terus mengalami peningkatan
hingga tahun 2014 yang mencapai Rp 1310.219 milyar atau meningkat sebesar
81,14% selama lima tahun terakhir. Meskipun dalam realisasinya pajak
mengalami peningkatan, namun dalam pencapaian target APBN setiap tahunnya
tidak pernah tercapai. Salah satu penyebabnya adalah kesadaran wajib pajak yang
masih kurang dicermati oleh wajib pajak, terutama badan usaha. Perusahaan
sebagai suatu badan usaha menganggap bahwa pajak sebagai beban karena akan
mengurangi penghasilan dan tidak mendapatkan imbalan langsung ketika
membayar pajak. Hal ini menyebabkan perusahaan akan mencari cara untuk
mengurangi biaya pajak tersebut. Oleh karena itu, dimungkinkan perusahaan akan
menjadi agresif dalam perpajakan (Chen et al., 2010).
Menurut Frank et al. (2009) tindakan pajak agresif adalah suatu tindakan
yang bertujuan untuk merekayasa laba kena pajak perusahaan melalui
perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang legal (tax avoidance) atau ilegal
2(tax evasion). Walaupun tidak semua tindakan yang dilakukan melanggar
peraturan perpajakan, namun semakin banyak celah yang digunakan untuk
mengecilkan biaya pajak maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif
terhadap pajak.
Tindakan pajak agresif perusahaan dapat muncul karena adanya masalah
keagenan. Menurut Jensen dan Meckling (1976) masalah keagenan muncul
disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer.
Pemegang saham akan fokus pada peningkatan nilai sahamnya, sedangkan
manajer fokus pada pemenuhan kepentingan pribadinya. Perbedaan kepentingan
inilah yang menyebabkan manajemen seringkali mengambil kebijakan perusahaan
yang tidak sejalan dengan keinginan pemegang saham. Namun, jika di dalam
perusahaan terdapat pemegang saham pengendali sekaligus bertindak sebagai
manajer, masalah keagenan yang terjadi dapat bergeser menjadi masalah
keagenan antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham
nonpengendali, bukan lagi antara pemegang saham dan manajemen.
Menurut La Porta et al. (1999) pemegang saham pengendali yang memiliki
hak kendali (suara) melebihi hak arus kas melalui lintas kepemilikan atau struktur
piramida antar perusahaan mampu mempengaruhi kebijakan operasi perusahaan
melalui manajemen yang mereka pilih dan seringkali keputusan akan kebijakan
perusahaan itu lebih berdasarkan pada kepentingan pemegang saham pengendali.
Dengan demikian, pemegang saham pengendali mempunyai kesempatan yang
lebih besar untuk melakukan ekspropriasi dengan mengatur transaksi-transaksi
terkait penghindaran pajak dan mentransfer manfaat pajak ke perusahaan lain
3milik pemegang saham pengendali tanpa harus membaginya dengan pemengang
saham non pengendali di perusahaan awal. Masalah keagenan pemegang saham
pengendali dan non pengendali ini sering ditemukan pada perusahaan yang
kepemilikannya terkonsentrasi atau perusahaan keluarga.
Di Indonesia, struktur kepemilikan yang terkonsentrasi identik dengan
perusahaan keluarga atau grup bisnis yang memiliki beberapa anak perusahaan.
Misalnya, grup Salim Indonesia yang memiliki perusahaan di antaranya Indofood
Sukses Makmur dan Indomobil, atau grup Bakrie yang memiliki bisnis di bidang
sumber daya (Bumi Plc, PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk), media (PT Visi
Media Asia Tbk), telekomunikasi (PT Bakrie Telecom Tbk), dan lain-lain.
Perusahaan grup sebagai perusahaan yang berorientasi laba tentunya akan
berusaha untuk mengoptimalkan keuntungan agar dapat mengembangkan bisnis
mereka dengan berbagai macam efisiensi biaya, termasuk efisiensi biaya pajak.
Pada perusahaan grup biasanya anggota keluarga yang masih memiliki hubungan
dengan pendiri perusahaan sebagai pemegang saham pengendali juga menduduki
posisi sebagai dewan direksi, dewan komisaris ataupun pemegang saham blok
(Chen et al., 2010), sehingga mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk
memanfaatkan skema-skema transaksi keuangan yang ada agar dapat menciptakan
peluang bagi perusahaan untuk melakukan skema transaksi agresivitas pajak
dalam rangka mengurangi biaya pajak, misalnya melakukan skema transaksi
hubungan istimewa. Apalagi jika terdapat celah yang dapat dimanfaatkan dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan terhadap skema-skema agresivitas
pajak tersebut.
4Sebagai contoh Direktorat Jendral Pajak (DJP) menemukan adanya
penggelapan pajak senilai 1,3 triliun oleh 14 perusahaan di bawah Asian Agri
Group (AAG) yang merupakan induk usaha terbesar kedua di grup Raja Garuda
Mas. Perusahaan Agri memanipulasi isi SPT periode 2002-2005. SPT kelompok
usaha AAG kepada DJP telah direkayasa sehingga kondisinya seolah merugi.
Modusnya dilakukan dengan cara menjual produk minyak sawit mentah keluaran
PT. AAG ke perusahaan afiliasi di luar negeri (Hongkong, Makao, Mauritius, dan
British Virgin Island) dengan harga di bawah pasar dan kemudian dijual kembali
ke pembeli riil dengan harga tinggi. Selain itu, penggelapan pajak juga dilakukan
dengan cara menggelembungkan biaya fiktif, memperbesar kerugian transaksi
ekspor, dan menciutkan hasil penjualan. Tujuannya dalam meminimalkan profit
untuk menekan beban pajak dalam negeri (www.tempo.co, 2013).
Untuk mengurangi tindakan pajak agresif perusahaan dan menyeimbangkan
kepentingan antara pemegang saham pengendali maupun non pengendali
diperlukannya corporate governance sebagai mekanisme pengawasan, seperti
komisaris independen dan komite audit. Komisaris independen dapat mewakili
keberadaan pemegang saham nonpengedali dalam mengawasi perusahaan. Sesuai
UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pasal 120 menyatakan
bahwa anggaran dasar perseroan dapat mengatur adanya satu orang atau lebih
komisaris independen. Komisaris independen ini bukan berasal dari pihak
terafiilasi dengan pemegang saham utama, dewan direksi, maupun dewan
komisaris lainnya. Dengan demikian, diharapkan mampu untuk melindungi hak
pemegang saham nonpengendali dan mewakili pemegang saham nonpengendali
5dalam mengawasi perusahaan, misalnya dalam penyusunan laporan keuangan
yang berkualitas dan meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap perpajakan.
Lanis dan Richardson (2011) meneliti tentang pengaruh komposisi dewan
komisaris terhadap agresivitas pajak perusahaan. Hasilnya menemukan bahwa
proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap pajak agresif. Hal ini
berarti proporsi komisaris independen yang tinggi dapat mengurangi tindakan
pajak agresif perusahaan. Namun, berbeda dengan penelitian Annisa dan
Kurniasih (2012) yang menyimpulkan bahwa proporsi komisaris independen tidak
signifikan mempengaruhi kebijakan penghindaran pajak suatu perusahaan.
Mekanisme corporate governance selanjutnya adalah komite audit.
Keberadaan komite audit diatur dalam Bapepam LK Peraturan No. IX. I5 tentang
Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Komite audit
mempunyai tugas dan tanggung jawab agar perusahaan taat terhadap peraturan
perundang-undangan, termasuk peraturan perpajakan dan juga memelihara
kredibilitas proses akuntansi dan penyusunan laporan keuangan perusahaan,
Dengan demikian, adanya komite audit diharapkan dapat mengurangi masalah
keagenan yang terjadi baik antara pemegang saham dan manajer maupun antara
pemegang saham pengendali dan pemegang saham nonpengendali, mengurangi
praktik manajemen laba dan juga patuh terhadap pajak. Maharani dan Suardana
(2014) menemukan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap
penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan komite audit efektif
dalam usaha mencegah penghindaran pajak.
6Ada banyak motivasi yang mendorong perusahaan untuk melakukan
tindakan pajak agresif, salah satunya adalah insentif. Insentif terdiri dari insentif
pajak dan insentif non pajak. Pada penelitian ini yang menjadi insentif pajak
adalah profitabilitas. Profitabilitas menggambarkan laba yang diperoleh
perusahaan melalui pengelolaan total aset. Perusahaan yang memiliki tingkat laba
yang tinggi akan mendapat perhatian yang luas dari kalangan masyarakat dan
pemerintah sebagai regulator sehingga menyebabkan terjadinya biaya politis yang
tinggi, salah satunya pengenaan pajak yang lebih tinggi. Oleh karena itu, hal ini
menyebabkan semakin besar kecenderungan perusahaan untuk menggunakan
pilihan metode akuntansi yang dapat mengurangi laba untuk meminimalkan biaya
pajak yang ditanggung.
Selanjutnya, insentif non-pajak pada penelitian ini adalah tingkat hutang dan
ukuran perusahaan. Perusahaan dapat memilih pendanaan dengan hutang karena
adanya biaya bunga sebagai pengurang pajak (tax shield). Dengan demikian,
beban pajak perusahaan pun menjadi lebih kecil (Richardson dan Lanis, 2007).
Ukuran perusahaan dapat dilihat dari dua pandangan teori yang berbeda. Menurut
teori biaya politik, ukuran perusahaan yang lebih besar menjadi sorotan
pemerintah sehingga pajak yang dibayar semakin besar karena pajak merupakan
bagian dari biaya politik perusahaan (Watts dan Zimmerman, 1986). Sedangkan
menurut teori kekuasaan politik, ukuran perusahaan mempunyai sumber daya
yang lebih untuk mempengaruhi proses politik, melakukan perencanaan pajak,
dan mengatur aktivitas untuk penghematan pajak yang optimal (Siegfried, 1972).
7Beberapa penelitian sebelumnya telah mencoba berbagai macam proksi
pengukuran agresivitas pajak, antara lain Effective Tax Rates (Chen et al., 2010;
Sari dan Martani, 2010; Lanis dan Richardson, 2012; Waluyo et al., 2015), Cash
Effective Tax Rates (Prakosa, 2014), Book Tax Differences (Desai dan
Dharmapala, 2006; Frank et al., 2009; Lanis dan Richardson, 2011), Marginal
Tax Rate (Gramlich et al., 2004; Beuselinck dan Deloof, 2014). Pada penelitian
ini menggunakan ETR, CETR, book-tax difference Manzon-Plesko, dan residual
book-tax difference Desai-Dharmapala. ETR dan CETR yang tinggi menunjukkan
bahwa semakin rendah perusahaan melakukan tindakan pajak agresif, sedangkan
book-tax difference dan residual book-tax difference yang tinggi menunjukkan
bahwa semakin tinggi pula perusahaan melakukan tindakan pajak agresif (Chen et
al., 2010).
Penelitian ini mengacu pada penelitian Chen et al. (2010). Perbedaan
penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada sampel penelitian.
Pada penelitian sebelumnya sampel yang digunakan adalah perusahaan dalam
indeks S&P 1500 tahun 1996-2000, sedangkan penelitian ini sampelnya adalah
perusahaan grup sektor non-keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014.
Selanjutnya, penelitian ini menambahkan variabel corporate governance, variabel
insentif pajak yaitu profitabilitas dan insentif non-pajak yaitu tingkat hutang dan
ukuran perusahaan. Motivasi penelitian ini adalah penelitian mengenai tindakan
pajak agresif pada perusahaan grup di Indonesia masih sangat sedikit. Pada
perusahaan grup mempunyai keunikan yaitu dapat melakukan transaksi hubungan
istimewa untuk meminimalkan beban pajak. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya
8fenomena kasus penghindaran pajak yang dilakukan pada perusahaan kepemilikan
terkonsentrasi di Indonesia melalui tranksaksi hubungan istimewa, seperti kasus
PT. Adaro, grup Bakrie, Grup Asian Agri, dan lain-lain. Selain itu, masih banyak
hasil penelitian sebelumnya mengenai tindakan pajak agresif pada perusahaan
grup yang tidak konsisten.
Berdasarkan paparan di atas, maka penelitian ini berjudul “Pengaruh
Kepemilikan Pengendali dan Corporate governance terhadap Tindakan
Pajak Agresif (Studi Kasus pada Perusahaan Grup Non-Keuangan yang
terdaftar di BEI tahun 2010-2014)”.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan
masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:
1. Apakah kepemilikan pengendali berpengaruh positif terhadap tindakan
pajak agresif?
2. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap
tindakan pajak agresif?
3. Apakah komite audit berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak
agresif?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap tindakan pajak
agresif?
5. Apakah tingkat hutang berpengaruh positif terhadap tindakan pajak
agresif?
96. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tindakan pajak
agresif?
1.2 Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk:
1. Memberikan bukti secara empiris kepemilikan pengendali berpengaruh
positif terhadap tindakan pajak agresif.
2. Memberikan bukti secara empiris proporsi komisaris independen
berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif.
3. Memberikan bukti secara empiris ukuran komite audit berpengaruh
negatif terhadap tindakan pajak agresif.
4. Memberikan bukti secara empiris profitabilitas berpengaruh positif
terhadap tindakan pajak agresif.
5. Memberikan bukti secara empiris tingkat hutang berpengaruh positif
terhadap tindakan pajak agresif.
6. Memberikan bukti secara empiris ukuran perusahaan berpengaruh
positif terhadap tindakan pajak agresif.
1.3 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Manfaat Akademisi
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas
dan mendorong penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh kepemilikan
pengendali dan corporate governance terhadap tindakan pajak agresif.
2. Manfaat Praktisi
Penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan referensi dan masukan
untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh kepemilikan
pengendali dan corporate governance terhadap tindakan pajak agresif.
3. Bagi Penelitian Yang Akan Datang
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan bermanfaat
untuk penelitian selanjutnya.
1.4 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian
Penelitian ini difokuskan pada perusahaan grup non-keuangan yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode pengamatan 2010-2014. Variabel dalam
penelitian ini adalah tindakan pajak agresif yang diukur dengan empat proksi,
yaitu ETR (Effective Tax Rate), CETR (Cash Effective Tax Rate), BTD_MP
(Book-Tax Difference Manzon-Plesko) dan BTD_DD (Book-Tax Difference
Desai-Dharmapala) sebagai variabel dependen dan kepemilikan pengendali,
proporsi komisaris independen, komite audit, insentif pajak yaitu profitabilitas







Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan agensi terjadi ketika
principal (pemegang saham) memberikan suatu jasa dan wewenang kepada agent
(manajer) untuk mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Masalah
keagenan kemudian muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara
pemegang saham dan manajer. Pemegang saham sebagai pemberi modal ingin
mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atas hasil investasinya,
sedangkan manajemen yang diberi wewenang untuk mengelola perusahaan
diasumsikan ingin mendapatkan kompensasi keuangan yang tinggi dari
perusahaan. Keinginan memaksimalkan kesejahteraan masing-masing inilah yang
terkadang menyebabkan manajemen mengambil kebijakan perusahaan yang tidak
sejalan dengan kepentingan pemegang saham.
Masalah agensi tidak hanya terjadi antara pemegang saham dan manajer,
tetapi juga dapat terjadi antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham
nonpengendali. Jika ada kepemilikan saham nonpengendali dalam perusahaan,
maka akan timbul masalah agensi baru, yaitu adanya konflik antara pemegang
saham pengendali dan pemegang saham nonpengendali (Arifin, 2003). Dalam
perusahaan keluarga atau grup sering terjadinya konflik pemegang saham
pengendali dan pemegang saham nonpengendali. Penyebab terjadinya masalah
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keagenan tersebut dikarenakan terdapat pemisahan hak kendali dan hak arus kas
pemegang saham pengendali melalui lintas kepemilikan atau struktur piramida
antar perusahaan. Perbedaan hak kendali dan hak arus kas mendorong pemegang
saham pengendali melakukan ekspropriasi dengan mengatur transaksi-transaksi
dalam perusahaan yang dapat merugikan pemegang saham nonpengendali.
2.1.2 Teori Akuntansi Positif (Positive Accounting Theory)
Teori akuntansi positif (positive accounting theory-PAT) yang dipelopori
oleh Watts dan Zimmerman (1986) menggambarkan perilaku manajemen dan
pembuat laporan keuangan. Teori ini berupaya menjelaskan sebuah proses, yang
menggunakan kemampuan, pemahaman, dan pengetahuan akuntansi serta
penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi
tertentu dimasa mendatang. Teori akuntansi positif pada prinsipnya beranggapan
bahwa tujuan dari teori akuntansi adalah untuk menjelaskan dan memprediksi
praktik-praktik akuntansi.
Terdapat tiga hipotesis utama dalam teori akuntansi positif (Watts dan
Zimmerman, 1986), yaitu:
a. Hipotesis Rencana Bonus (The Bonus Plan Hypotesis)
Hipotesis ini menyatakan bahwa perusahaan yang menggunakan rencana
bonus akan cenderung untuk menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat
meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode berjalan. Hal ini dilakukan
untuk memaksimumkan bonus yang akan mereka peroleh karena seberapa besar
tingkat laba yang dihasilkan seringkali dijadikan dasar dalam mengukur
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keberhasilan kinerja. Jika besarnya bonus tergantung pada besarnya laba, maka
perusahaan tersebut dapat meningkatkan bonusnya dengan meningkatkan laba
setinggi mungkin. Dengan demikian, diperkirakan bahwa perusahaan yang
mempunyai kebijakan pemberian bonus yang berdasarkan pada laba akuntansi,
akan cenderung memilih prosedur akuntansi yang meningkatkan laba tahun
berjalan.
b. Hipotesis Perjanjian Utang (the debt covenant hypotesis)
Hipotesis ini berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi
perusahan di dalam perjanjian utang (debt covenant). Sebagian perjanjian utang
mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi peminjam selama masa perjanjian.
Dinyatakan pula jika perusahaan mulai mendekati suatu pelanggaran terhadap
perjanjian utang, maka perusahaan tersebut akan berusaha menghindari terjadinya
perjanjian utang dengan cara memilih metode akuntansi yang meningkatkan laba.
Pelanggaran terhadap perjanjian utang dapat menimbulkan suatu biaya serta dapat
menghambat kinerja manajemen. Sehingga dengan meningkatkan laba perusahaan
berusaha untuk mencegah atau setidaknya menunda hal tersebut.
c. Hipotesis biaya politik (the political cost hypotesis)
Dalam hipotesis ini dinyatakan bahwa semakin besar biaya politis yang
dihadapi oleh perusahaan maka semakin besar pula kecenderungan perusahaan
menggunakan pilihan akuntansi yang dapat mengurangi laba untuk meminimalkan
biaya politik yang ditanggung (Scott, 2000). Hal ini karena perusahaan yang
memiliki tingkat laba yang tinggi akan mendapat perhatian yang luas dari
kalangan masyarakat dan pemerintah sebagai regulator sehingga menyebabkan
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terjadinya biaya politis yang tinggi, diantaranya muncul intervensi pemerintah,
pengenaan pajak yang lebih tinggi, tuntutan buruh, dan lain-lain.
Dari penjelasan diatas, maka dapat dilihat hubungan teori akuntansi positif
dengan penelitian ini. Dalam teori akuntansi positif ada berbagai motivasi yang
mendorong dilakukannya manajemen laba untuk mengurangi beban pajak. Salah
satunya adalah hipotesis biaya politik, dimana perusahaan yang berhadapan
dengan biaya politik, cenderung akan melakukan rekayasa penurunan laba dan
melanggar regulasi pemerintah seperti undang-undang perpajakan dengan tujuan
menimalkan biaya politik yang harus mereka tanggung. Biaya politik ini
mencakup semua biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan terkait dengan
regulasi pemerintah, salah satunya adalah beban pajak. Rekayasa manipulasi laba
dengan menurunkan laba yang dilaporkan sehingga pajak yang dibayarkannya
menjadi kecil.
2.1.3 Perencanaan Pajak
Menurut Suandy (2006) perencanaan pajak adalah langkah awal dalam
manajemen pajak. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk
meminimumkan kewajiban pajak. Untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat
dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan
maupun melanggar peraturan perpajakan. Istilah yang sering digunakan adalah
penghindaran pajak (tax avoidance) dan penggelapan pajak (tax evasion).
Penghindaran pajak adalah upaya wajib pajak memanfaatkan celah-celah dari
undang-undang perpajakan untuk meminimalisir jumlah pajak yang terhutang.
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Sedangkan penggelapan pajak adalah upaya wajib pajak dengan penghindaran
pajak terhutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang
sebenarnya. Antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak terdapat perbedaan
yang fundamental, tetapi  perbedaan tersebut menjadi kabur, baik secara teori
maupun praktik, akan tetapi konsep undang-undang garis pemisahnya adalah
antara melanggar undang-undang dan tidak melanggar undang-undang (Simon
James dan Christoper Nobes, 1983 dalam Suandy, 2006).
Di banyak negara, skema penghindaran pajak dapat dibedakan menjadi
penghindaran pajak yang diperkenankan (acceptable tax avoidance) dan
penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (unacceptable tax avoidance)
(Danny dan Darussalam, 2007). Dengan demikian, bisa saja skema penghindaran
pajak tertentu disuatu negara dapat dikatakan sebagai penghindaran pajak yang
tidak diperkenankan, tetapi di negara lain sebagai penghindaran pajak yang
diperkenankan. Istilah lain yang sering juga digunakan untuk penghindaran pajak
yang diperkenankan adalah defensive tax planning dan penghindaran pajak yang
tidak diperkenankan adalah aggressive tax planning.
Dalam konteks internasional, skema penghindaran pajak dapat dilakukan
dengan berbagai cara, yaitu:
a. Transfer Pricing
Menurut Rahayu (2010) dalam konteks praktik penghindaran pajak,
modus transfer pricing yakni dengan merekayasa pembebanan harga transaksi
antara perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dalam rangka
meminimalkan beban pajak yang terutang secara keseluruhan atas grup
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perusahaan. Transaksi transfer pricing bisa terjadi pada divisi-divisi dalam satu
perusahaan, antar perusahaan lokal, atau perusahaan lokal dengan perusahaan
yang ada di luar negeri.
b. Thin Capitalization
Thin capitalization adalah pembentukan struktur modal perusahaan
dengan kombinasi kepemilikan utang lebih banyak daripada modal saham (Taylor
dan Richardson, 2012). Pada perusahaan multinasional, thin capitalization
dilakukan dengan memberikan pinjaman perusahaan cabang dibandingkan dengan
harus memberikan modal tambahan, apalagi jika perusahaan cabang berada dalam
lingkungan yang memiliki tingkat pajak yang tinggi.
c. Pemanfaatan Tax Haven Country
Terminologi tax haven mengacu pada yurisdiksi dimana tidak adanya
pajak, pajak hanya dikenakan atas transaksi tertentu dan pengenaan tarif yang
rendah atas laba yang bersumber dari luar negeri dan atau adanya perlakuan
khusus tipe transaksi yang terhutang pajak (Spitz, 1983 dalam Rahayu, 2010).
Menurut Zain (2005, 328) ada tiga kriteria untuk menggolongkan negara tax
haven atau bukan negara tax haven: pertama, tidak memungut pajak sama sekali
atau apabila memungut pajak maka tarif pajak dikenakan rendah. Kedua, negara
tersebut memiliki peraturan yang ketat tentang rahasia bank dan atau rahasia
bisnis, tidak ada peluang mengungkapkan kerahasiaan itu kepada pihak manapun
dari negara apapun. Walaupun pengungkapan dimungkinkan berdasarkan
perjanjian internasional. Ketiga, pengawasan yang longgar terhadap lalu lintas
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devisa, termasuk deposito yang berasal dari negara asing baik perorangan maupun
badan usaha.
d. Treaty Shopping
Praktik treaty shopping dilakukan untuk mendapatkan fasilitas yang
tercantum dalam perjanjian penghindaran pajak berganda yang hanya boleh
dinikmati oleh subjek pajak dalam negeri dari kedua negara yang mengikat
perjanjian (Surahmat 2000, 107-109 dalam Rahayu, 2010). Modus praktik treaty
shopping dilakukan agar dapat menikmati tarif pajak rendah dan fasilitas
perpajakan lainnya yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Praktik treaty
shopping yang sering dilakukan PMA di Indonesia melalui pendirian entitas untuk
tujuan khusus (Special Purpose Vehicle-SPV) di negara-negara tax haven.
e. Control Foreign Corporation (CFC)
Praktik penghindaran pajak melalui CFC dilakukan dengan mendirikan
entitas di luar negeri di mana Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) memiliki
pengendalian. Upaya WPDN untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayarnya
atas investasi yang dilakukan di luar negeri dengan menahan laba yang
seharusnya dibagikan kepada pemegang saham. Modus umum menggunakan
skema CFC adalah dengan memanfaatkan adanya hubungan istimewa dan
kepemilikan mayoritas sahamnya, badan usaha di luar negeri tersebut dapat
dikendalikan sehingga dividen tersebut tidak dibagikan atau ditangguhkan
(Arnold dan Mclntyre, 2002 dalam Rahayu, 2010).
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2.1.4 Tindakan Pajak Agresif (Aggressive Tax Planning)
Definisi tindakan pajak agresif belum ada yang diterima secara universal.
Dalam undang-undang perpajakan di Indonesia saat ini juga belum ada definisi
yang jelas mengenai perencanaan pajak, agresivitas pajak, dan penghindaran
pajak (Danny dan Darussalam, 2007). Sehingga dalam praktiknya sering
menimbulkan ketidakpastian hukum atau penafsiran yang berbeda terkait skema
agresivitas pajak.
Beberapa penelitian sebelumnya telah mencoba untuk mendefinisikan
tindakan pajak agresif, diantaranya menurut Frank et al. (2009) tindakan pajak
agresif adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk merekayasa laba kena pajak
perusahaan melalui perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang legal (tax
avoidance) atau ilegal (tax evasion). Menurut Sari dan Martani (2010) agresivitas
pajak adalah situasi ketika perusahaan melakukan kebijakan tertentu dan suatu
hari terdapat kemungkinan tindakan pajak tersebut tidak akan diaudit atau
dipermasalahkan dari sisi hukum, namun tindakan ini berisiko karena
ketidakjelasan posisi akhir (apakah tindakan pajak tersebut dianggap melanggar
atau tidak melanggar hukum yang berlaku). Menurut Harvey (2014) tingkat pajak
agresif perusahaan biasanya berdasarkan tingkat risiko, yaitu risiko ekonomi
(pembayaran denda pajak atau pembayaran denda atas audit) dan risiko reputasi.
Perusahaan dikatakan agresif jika memiliki kedua risiko tersebut. Sedangkan
menurut Khomsatun dan Martani (2015) menyatakan bahwa tindakan pajak
agresif, sheltering, evasion, dan noncompliance lebih mengarah kepada
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penghindaran pajak secara berlebihan dan ekstrimnya bisa dibilang sebagai
penggelapan pajak.
Tujuan tindakan pajak agresif selain untuk meminimalkan pembayaran
pajak, digunakan juga oleh manajer untuk menutupi tindakan oportunisnya.
Menurut Desai dan Dharmapala (2006) tindakan pajak agresif yang dilakukan
manajer dapat memfasilitasi managerial rent extraction yaitu pembenaran atas
perilaku oportunistik manajer untuk melakukan manajemen laba dan pelaporan
keuangan agresif. Aktivitas tersebut didesain untuk menutupi berita buruk,
menyesatkan investor atau manajer kurang transparan dalam menjalankan
operasional perusahaan.
Perusahaan memiliki hak untuk meminimalkan pajaknya sesuai dengan
peraturan perpajakan yang berlaku, tetapi tindakan tersebut akan dianggap tidak
baik jika perusahaan dengan sengaja melakukan minimalisasi pajak semata-mata
untuk penghindaran pajak (Avi-Yonah, 2008 dalam Lanis dan Richardson, 2012).
Beberapa skema yang dapat dikatakan sebagai tindakan pajak agresif menurut
Australian Taxation Office (ATO) dalam Danny dan Darussalam (2007) sebagai
berikut:
a. Transaksi yang dibuat semata-mata untuk menghindari pajak. Dengan kata
lain transaksi tersebut tidak mempunyai tujuan bisnis, kalaupun ada tetapi
sangat tidak signifikan.
b. Berusaha untuk mencapai fasilitas pajak yang sebenarnya fasilitas pajak
tersebut tidak ditujukan kepadanya.
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c. Membuat transaksi yang berputar-putar yang pada akhirnya kembali lagi
kepadanya (round-robin flow of funds).
d. Penggelembungan nilai aset untuk mendapatkan biaya penyusutan yang
besar di masa yang akan datang.
e. Memanfaatkan suatu entitas dimana entitas tersebut dikecualikan sebagai
objek pajak.
f. Transaksi bisnis yang melibatkan negara-negara yang dikategorikan
sebagai tax haven countries.
2.1.5 Keuntungan dan Kerugian Tindakan Pajak Agresif
Ketika perusahaan memutuskan untuk melakukan tindakan pajak agresif,
pembuat keputusan (manajer) akan memperhitungkan keuntungan dan
kerugiannya. Ada tiga keuntungan tindakan pajak agresif menurut Chen et al.
(2010). Pertama, manfaat yang paling dirasakan adalah penghematan pajak
sehingga jumlah kas yang dinikmati pemilik/pemegang saham dalam perusahaan
menjadi lebih besar. Kedua, bagi manajer (baik langsung atau tidak langsung)
akan mendapatkan kompensasi dari pemilik/pemegang saham atas tindakan pajak
agresif yang dilakukannya. Ketiga, manajer mempunyai kesempatan untuk
melakukan atau menutupi rent extraction. Tindakan pajak agresif yang dilakukan
dengan transaksi yang rumit dan dirancang untuk menghindari pendeteksian dari
pemeriksaan pajak atau menutupi tujuan utama aktivitas terselubung manajer
yaitu rent extraction.
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Di sisi lain, akan ada kerugian yang ditanggung dari tindakan pajak agresif.
Kerugian dari tindakan pajak agresif menurut Desai dan Dharmapala (2006):
pertama, kemungkinan perusahaan mendapatkan sanksi/penalti dari fiskus pajak.
Hal ini karena tindakan pajak agresif menghasilkan penghasilan kena pajak yang
semakin rendah. Pemeriksa pajak lebih mengawasi perusahaan yang melaporkan
perbedaan laba buku dan pajak yang besar (Cloyd et al., 1996 dalam Sirait dan
Martani, 2014), sehingga peluang perusahaan diperiksa dan dikenakan denda
semakin besar. Kedua, jika perusahaan tidak ingin perbedaan laba buku dan pajak
yang terlalu besar maka perusahaan akan melakukan manajemen laba dan
manajemen pajak bersama-sama. Hal ini dapat membuat laba bersih perusahaan
menjadi lebih sedikit. Laba bersih yang rendah dianggap sebagai nilai perusahaan
yang rendah sehingga pemegang saham berpotensi melakukan price discount,
apalagi jika pemegang saham lainnya mengetahui tindakan pajak agresif yang
dilakukan manajer dalam rangka menutupi aktivitas rent extraction. Ketiga,
turunnya harga saham membuat rusaknya reputasi perusahaan.
2.1.6 Kepemilikan Saham Pengendali
Negara-negara berkembang di kawasan Asia sebagian besar struktur
kepemilikan perusahaan dijalankan oleh para anggota keluarga. Struktur
kepemilikan perusahaan di Indonesia cenderung memiliki kepemilikan
terkonsentrasi pada segelintir pemegang saham, yaitu sebagian perusahaan
dimiliki oleh kelompok perusahaan atau pemegang saham mayoritas sebagai
pemegang saham pengendali (Claessens et al., 2000). Di Indonesia banyak
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perusahaan yang tergabung dalam grup yang dijalankan oleh kepemilikan
keluarga sebagai pemegang saham pengendali, seperti Djarum Grup, Salim Grup,
Bakrie Grup, Astra Grup, dan lain-lain.
Menurut Keputusan Ketua Bapepam & LK No: Kep-264/BL/2011 tentang
Pengambilalihan Perusahaan Terbuka Pasal 1 butir c menjelaskan tentang
Pengendali Perusahaan Terbuka yang selanjutnya disebut pengendali, adalah
pihak yang memiliki saham lebih dari 50% dari seluruh saham yang disetor
penuh, atau pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan langsung
maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan
perusahaan terbuka. Menurut La Porta et al. (1999) melalui struktur piramida atau
lintas kepemilikan dengan hak kendali yang tinggi, pemegang saham pengendali
memperoleh kekuatan yang tidak proporsional terhadap hak arus kas mereka.
Dalam kondisi tersebut, pemegang saham pengendali bisa mempengaruhi
manajemen dalam memutuskan kebijakan dan operasi perusahaan, sehingga dapat
melakukan ekspropriasi dengan mengatur transaksi perusahaan, termasuk
tindakan pajak agresif dan mentransfer manfaat pajak ke perusahaan lain milik
pemegang saham pengendali tanpa harus membaginya dengan pemegang saham
nonpengendali di perusahaan awalnya.
Misalnya, perusahaan melakukan transaksi hubungan istimewa ke
perusahaan baru yang didirikan oleh pemegang saham pengendali di daerah yang
bebas pajak sebagai alat untuk menyembunyikan laba perusahaan dan sebagai
upaya dari tindakan pajak agresif. Dengan demikian, pemegang saham pengendali
dapat menikmati keuntungan sendiri melalui anak perusahaan yang dimilikinya,
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sedangkan biaya penghindaran pajak akan ditanggung perusahaan dan para
pemegang saham termasuk pemegang saham pengendali tetapi hanya sebatas hak
arus kas yang dimilikinya (Diyanty, 2015).
2.1.7 Corporate Governance
OECD dalam FCGI (2001) mendefinisikan corporate governance sebagai
seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham,
pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para
pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak
dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan
mengendalikan perusahaan. Menurut Shleifer dan Vishny (1997) corporate
governance merupakan serangkaian mekanisme yang dapat melindungi pihak-
pihak minoritas dari ekspropriasi yang dilakukan oleh para manajer dan pemegang
saham pengendali dengan penekanan pada mekanisme legal.
Terdapat lima prinsip good corporate governance (GCG) yang harus
dilakukan oleh perusahaan menurut OECD (2004). Kelima prinsip tersebut, yaitu:
a. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang
material dan relevan termasuk pelaksanaan pengambilan keputusan.
b. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, tugas dan tanggung jawab organ
perseroan dapat berjalan dengan efektif.
c. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian pengelolaan perseroan dengan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip
pengelolaan perseroan yang sehat.
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d. Independensi, yaitu pengelolaan perseroan secara profesional tanpa
pengaruh atau tekanan, intervensi dan benturan kepentingan dalam
pengambilan keputusan penting perseroan.
e. Kewajaran dan kesetaraan, yaitu kewajaran dan kesetaraan hak dan
kewajiban pemegang saham dan pemangku kepentingan.
Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006), organ
perusahaan terdiri dari:
1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Penyelenggara RUPS merupakan
tanggung jawab direksi. Maka dari itu, direksi harus mempersiapkan dan
menyelenggarakan RUPS dengan baik. Dalam hal dewan direksi
berhalangan, maka penyelenggaraan RUPS dilakukan oleh dewan
komisaris atau pemegang saham sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan anggaran dasar perusahaan.
2. Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung
jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan
nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan
GCG. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dewan komisaris dapat
membentuk suatu komite. Adapun komite penunjang dewan komisaris
yaitu komite audit, komite nominasi dan remunerasi, komite kebijakan
resiko, dan komite kebijakan corporate governance.
3. Dewan direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab
secara kolegial dalam mengelola perusahaan.
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2.1.7.1 Dewan Komisaris
Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dewan
komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara
umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat
kepada direksi. Diatur pula dalam peraturan yang sama, dewan komisaris terdiri
atas minimal satu orang anggota, sementara untuk perusahaan yang usahanya
berkaitan dengan menghimpun atau mengelola dana masyarakat dan menerbitkan
surat utang wajib memiliki paling sedikit dua orang anggota. Dimana untuk kedua
kondisi, diwajibkan memiliki paling sedikit satu orang komisaris independen yang
tidak memiliki afiliasi apapun dengan pihak internal perusahaan.
Komisaris independen ini bukan berasal dari pihak terafiliasi dengan
pemegang saham utama, dewan direksi, maupun dewan komisaris lainnya.
Dengan demikian, diharapkan mampu untuk melindungi hak pemegang saham
nonpengendali dan mewakili pemegang saham nonpengendali dalam mengawasi
perusahaan, misalnya dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas dan
meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap perpajakan (Lanis dan Richardson,
2011). Fungsi Dewan Komisaris termasuk komisaris independen adalah
mencakup dua peran sebagai berikut:
1. Mengawasi direksi perusahaan dalam mencapai kinerja dalam business
plan dan memberikan nasehat kepada direksi mengenai penyimpangan
pengelolaan usaha yang tidak sesuai dengan arah yang ingin dituju oleh
perusahaan.
2. Memantau penerapan dan efektivitas dari praktek GCG.
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2.1.7.2 Komite Audit
Surat Keputusan Badan Pengelola dan Pengawas Pasar Modal (Bapepam,
2012) NOMOR: KEP-643/BL/2012 mengatur tentang keberadaan komite audit
sebagai bagian dari GCG. Menurut surat keputusan Bapepam tersebut komite
audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan tercatat yang
anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris perusahaan tercatat
untuk membantu dewan komisaris perusahaan tercatat melakukan pemeriksaan
atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam
pengelolaan perusahaan tercatat. Komite audit minimal berjumlah 3 orang
(dengan diketuai oleh seorang dewan komisaris independen yang menjabat
sebagai ketua komite audit).
Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan
tanggung jawab antara lain sebagai berikut:
a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan
Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas
antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan
informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan
Publik;
c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat
antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
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d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan
Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan,
dan fee;
e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal
dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor
internal;
f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko
yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak
memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan
pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan
adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau
Perusahaan Publik.
2.1.8 Insentif Pajak
Profitabilitas perusahaan yang diukur dengan ROA menggambarkan
kinerja perusahaan dalam memperoleh laba dengan memanfaatkan aset yang
digunakan dalam operasi perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkat laba yang
tinggi akan mendapat perhatian yang luas dari kalangan masyarakat dan
pemerintah sebagai regulator sehingga menyebabkan terjadinya biaya politis yang
tinggi, salah satunya pengenaan pajak yang lebih tinggi. Oleh karena itu, hal ini
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menyebabkan semakin besar kecenderungan perusahaan untuk menggunakan
pilihan metode akuntansi yang dapat mengurangi laba untuk meminimalkan biaya
pajak yang ditanggung.
Sebagai contoh, jika laba perusahaan besar dan akan dikenakan tarif pajak
tinggi, maka perusahaan dapat memilih membelanjakan sebagian laba untuk hal-
hal yang bermanfaat secara langsung untuk perusahaan, dengan catatan biaya
yang dikeluarkan dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Misalnya,
biaya untuk penelitian dan pengembangan, biaya pendidikan dan latihan pegawai,
biaya perbaikan kantor, biaya pemasaran, dan lain-lain. Maka dari itu,
profitabilitas dapat menjadi insentif manajer untuk melakukan manajemen laba
dan perencanaan pajak dalam rangka meminimalkan beban pajak.
2.1.9 Insentif non pajak
Selain insentif pajak, manajemen laba dan tindakan pajak agresif juga
dipengaruhi oleh insentif non pajak. Dalam penelitian Yin dan Cheng (2004),
insentif non pajak yang digunakan adalah earnings pressure, tingkat hutang,
earnings bath, ukuran perusahaan dan kepemilikan manajerial. Dalam penelitian
ini insentif non pajak yang digunakan adalah tingkat hutang dan ukuran
perusahaan.
a. Tingkat Hutang
Perusahaan dimungkinkan menggunakan hutang untuk memenuhi
kebutuhan operasional dan investasi perusahaan (Prakosa, 2014). Perusahaan
lebih menyukai untuk menggunakan hutang untuk membiayai operasi perusahaan
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mereka (Richardson dan Lanis, 2007). Alasannya, adanya biaya bunga sebagai tax
shields (pengurang pajak) dapat menghemat pembayaran pajak.
b. Ukuran Perusahaan
Ukuran perusahaan merupakan suatu skala pengklasifikasikan besar
kecilnya perusahaan. Menurut Guenther (1994) bahwa perusahaan yang lebih
besar akan lebih sensitif terhadap biaya politik dan dengan begitu akan lebih
mungkin menggunakan metode akuntansi yang mengurangi laba bersih laporan
keuangan. Pajak merupakan biaya politik. Jadi, dapat diekspektasikan bahwa
perusahaan besar akan lebih mungkin mengurangi laba laporan keuangan dan
menunda laba kena pajaknya untuk meminimalisir pembayaran pajak.
2.2 Penelitian Terdahulu
Beberapa penelitian terdahulu sudah banyak yang meneliti tentang
kepemilikan keluarga terhadap tindakan pajak agresif, diantaranya penelitian yang
dilakukan oleh Gramlich et al. (2004) dengan judul “Taxes, Keiretsu Affiliation,
and Income Shifting”. Hasil penelitian menemukan bahwa perusahaan grup
keiretsu di Jepang melakukan pergeseran pendapatan antar perusahaan yang
tergabung dalam grup demi meminimalkan beban pajaknya. Penelitian ini juga
menunjukkan bahwa pergeseran pendapatan dilakukan pada perusahaan yang
mempunyai hubungan istimewa dalam yurisdiksi yang sama.
Richardson dan Lanis (2007) meneliti tarif pajak efektif perusahaan dan
reformasi perpajakan pada perusahaan di Australia. Dalam penelitiannya menguji
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bagaimana pengaruh tarif pajak efektif terhadap ukuran perusahaan dan tingkat
hutang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan tingkat
hutang berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif perusahaan. Artinya,
semakin besar perusahaan dan semakin tinggi rasio leverage, maka semakin
rendah tarif pajak efektif yang berarti perusahaan cenderung melakukan
penghindaran pajak.
Sari dan Martani (2010) meneliti perusahaan manufaktur yang terdaftar di
BEI tahun 2005-2008. Hasil penelitiannya memberikan gambaran bahwa
perusahaan keluarga di Indonesia cenderung memiliki tingkat keagresifan pajak
yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan non-keluarga. Fenomena ini terjadi
kemungkinan pada perusahaan keluarga di Indonesia mendapatkan lebih banyak
manfaat seperti penghematan pajak daripada rugi yang diterima, seperti
denda/pinalti dan fiskus, turunnya harga saham, dan rusaknya reputasi
perusahaan. Selain itu, pengaruh corporate governance terhadap tindakan pajak
agresif negatif tidak signifikan.
Chen et al. (2010) meneliti perusahaan dalam indeks S&P 1500 tahun 1996-
2000. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata tingkat keagresifan pajak
perusahaan keluarga lebih kecil daripada perusahaan non-keluarga. Alasannya
karena pemilik keluarga memiliki kepemilikan yang lebih besar dan rentang
waktu investasi yang lebih lama, sehingga membuat pemilik keluarga lebih peduli
dengan reputasi perusahaannya dan lebih rela membayar pajak yang lebih tinggi.
Penelitian yang dilakukan Subagyo dan Octavia (2010) menemukan bahwa
perusahaan yang memperoleh laba saja yang melakukan manajemen laba dalam
31
rangka merespon perubahan tarif pajak badan di Indonesia. Perusahaan tersebut
memanipulasi labanya untuk meminimalisir pembayaran pajaknya. Penelitian ini
juga menemukan bahwa perusahaan yang memperoleh laba melakukan
manajemen laba dengan dipengaruhi oleh insentif pajak dan insentif nonpajak,
sedangkan perusahaan yang memperoleh kerugian melakukan manajemen laba
dengan dipengaruhi oleh insentif nonpajak saja.
Lanis dan Richardson (2011) meneliti pengaruh komposisi dewan komisaris
terhadap agresivitas pajak perusahaan. Hasil penelitian menemukan bahwa
proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap pajak agresif.
Dengan demikian, semakin tinggi jumlah komisaris independen dalam suatu
perusahaan maka dapat mengurangi tindakan pajak agresif.
Prakosa (2014) meneliti pengaruh profitabilitas, kepemilikan keluarga dan
corporate governance terhadap penghindaran pajak di Indonesia. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa profitabilitas, kepemilikan keluarga, dan komisaris
independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan komite
audit, leverage, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif tidak signifikan
terhadap penghindaran pajak.
Annisa dan Kurniasih (2012) meneliti pengaruh corporate governance
terhadap tax avoidance. Hasil penelitian menemukan bahwa proporsi komisaris
independen tidak signifikan mempengaruhi kebijakan penghindaran pajak suatu
perusahaan. Hal ini karena keberadaan komisaris independen hanya sebagai
formalitas saja. Sedangkan komite audit berpengaruh signifikan terhadap
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penghindaran pajak, artinya komite audit efektif dalam mencegah tindakan
manajemen laba dalam melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan pajak.
Maharani dan Suardana (2014) meneliti pengaruh corporate governance,
profitabilitas dan karakteristik eksekutif pada tax avoidance perusahaan
manufaktur. Hasil penelitian menemukan bahwa proporsi komisaris independen,
komite audit, dan ROA berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.
Waluyo et al. (2015) menemukan bahwa ROA, leverage, dan ukuran
perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.
Perusahaan yang memiliki ROA yang lebih tinggi dan ukuran perusahaan yang
besar diindikasikan melakukan penghindaran pajak karena perusahaan dapat
secara maksimal mempergunakan total aset tersebut untuk memperoleh laba,
yakni dengan memanfaatkan adanya beban penyusutan dan amortisasi yang dapat
digunakan sebagai pengurang laba kena pajak. Begitu juga dengan leverage, rasio
leverage yang tinggi berarti perusahaan memiliki hutang yang tinggi sehingga
mengakibatkan beban bunga yang ditanggung perusahaan dapat dimanfaatkan
sebagai pengurang laba kena pajak agar pajak terutang semakin rendah.
Diyanty et al. (2015) menemukan bahwa efek entrenchment pemegang
saham pengendali berpengaruh negatif terhadap tindakan penghindaran pajak
perusahaan. Hasil penelitian ini juga tidak memberikan bukti empiris mengenai
pengaruh saat kepemilikan keluarga menjadi pemegang saham pengendali
terhadap tindakan pajak agresif. Selain itu, hasil penelitian memberikan bukti
bahwa efektifitas dewan komisaris memperlemah hubungan antara efek
entrenchment pemegang saham pengendali dengan tindakan penghindaran pajak
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yang menunjukkan peningkatan nilai ETR dan CETR perusahaan, sedangkan
untuk komite audit memperlemah hubungan antara efek entrenchment pemegang
saham pengendali dengan tindakan penghindaran pajak yang menunjukkan
peningkatan nilai ETR saja.
2.3 Kerangka Pemikiran
Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dikemukakan sebelumnya,
penelitian ini akan menganalisis pengaruh kepemilikan pengendali dan corporate
governance terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan grup non-keuangan
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2010-2014.
Model penelitian yang diajukan dalam gambar berikut ini merupakan
kerangka konseptual dan sebagai alur pemikiran dalam menguji hipotesis. Adapun
kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut :
Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran




















Berdasarkan kajian teori di atas, maka dalam penelitian ini hipotesis yang
akan diuji kebenarannya adalah sebagai berikut:
2.4.1 Pengaruh Kepemilikan Pengendali terhadap Tindakan Pajak Agresif
Dalam perusahaan grup, terdapat masalah keagenan yang lebih besar antara
pemegang saham pengendali dan pemegang saham nonpengendali, karena
menurut La Porta (1999) melalui struktur piramida atau lintas kepemilikan dengan
hak kendali yang tinggi, pemegang saham pengendali memperoleh kekuatan yang
tidak proporsional terhadap hak arus kas mereka. Dalam kondisi seperti itu,
pemegang saham pengendali dapat mempengaruhi kebijakan manajemen
perusahaan misalnya seperti memaksa manajer untuk mengurangi biaya pajak,
bahkan pemegang saham pengendali dapat menikmati manfaat pajak tersebut
sendiri. Selain itu, pada perusahaan grup biasanya anggota keluarga yang masih
memiliki hubungan dengan pendiri perusahaan sebagai pemegang saham
pengendali juga menduduki posisi sebagai dewan direksi, dewan komisaris
ataupun pemegang saham blok (Chen et al., 2010), sehingga lebih mempunyai
kesempatan yang lebih besar melakukan tindakan pajak agresif yang bertujuan
untuk mengurangi beban pajak melalui transaksi hubungan istimewa. Transaksi
hubungan istimewa sendiri bisa dilakukan dengan pemegang saham, anggota
dewan direksi atau dewan komisaris, dan perusahaan afiliasi (Kang et al., 2014).
Penghindaran pajak yang dilakukan pada perusahaan grup melalui transaksi
hubungan istimewa antar perusahaan afiliasi dapat mengurangi tarif pajak secara
keseluruhan (Collins et al. (1998); Jacob (1996); Mills & Newberry (2004); Rego
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(2003) dalam Beuselinck dan Deloof (2006)). Hal ini sesuai juga dengan
penelitian yang dilakukan oleh Gramlich et al. (2004) bahwa perusahaan grup
keiretsu di Jepang melakukan pergeseran pendapatan antar perusahaan yang
tergabung dalam grup demi meminimalkan beban pajaknya. Aktivitas pergeseran
pendapatan untuk meminimalkan pajak juga dilakukan dengan perusahaan yang
mempunyai hubungan istimewa. Penelitian di Indonesia yang dilakukan oleh Sari
dan Martani (2010) mengenai pengaruh kepemilikan keluarga di Indonesia
terhadap tindakan pajak agresif memberikan gambaran bahwa perusahaan
keluarga di Indonesia cenderung memiliki tingkat keagresifan pajak yang lebih
tinggi dibandingkan perusahaan non-keluarga. Kemungkinan terjadinya fenomena
ini karena pemegang saham pengendali mendapatkan lebih banyak manfaat
seperti penghematan pajak, dibandingkan rugi yang diterima seperti kemungkinan
terkena denda pajak, turunnya harga saham, dan rusaknya reputasi perusahaan.
Artinya, tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh pemegang saham
pengendali ini kemungkinan dapat meningkat seandainya pemegang saham
pengendali tersebut ialah individu atau keluarga. Adanya dominasi pemegang
saham pengendali keluarga inilah yang akan memicu tingginya konflik keagenan
di antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham nonpengendali
terkait tindakan pajak agresif. Oleh karena itu, hipotesis pertama penelitian ini
adalah:
H1 : Kepemilikan pengendali berpengaruh positif terhadap tindakan pajak
agresif
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2.4.2 Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Tindakan Pajak
Agresif
Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dewan
komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara
umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat
kepada direksi. Keberadaan dewan komisaris independen merupakan inti dari
corporate governance yang bertugas untuk menjamin pelaksanaan strategi
perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, dan
mewajibkan terlaksananya akuntabilitas (Asfiyati, 2012). Dalam aturan yang
sama, anggaran dasar perseroan dapat mengatur adanya satu komisaris
independen. Komisaris independen bukan berasal dari pihak terafiliasi dengan
pemegang saham utama, dewan direksi, maupun dewan komisaris lainnya. Oleh
karena itu, komisaris independen dapat mewakili keberadaan pemegang saham
nonpengedali dalam mengawasi perusahaan. Keberadaan komisaris independen
ini seharusnya juga mampu untuk meningkatkan pengawasan manajemen dan
meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap perpajakan (Lanis dan Richardson,
2011).
Lanis dan Richardson (2011) meneliti pengaruh komposisi dewan komisaris
terhadap agresivitas pajak perusahaan. Hasil penelitian menemukan bahwa
proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap pajak agresif.
Dengan demikian, semakin tinggi jumlah komisaris independen dalam suatu
perusahaan maka dapat mengurangi tindakan pajak agresif. Hasil penelitian
Prakosa (2014) menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif
terhadap penghindaran pajak, ini berarti jika komisaris independen mengalami
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peningkatan maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan. Hasil ini
menunjukkan bahwa komisaris independen melakukan fungsi pengawasan yang
cukup baik terhadap manajemen perusahaan dalam melakukan perumusan
strategi, termasuk dalam strategi yang berhubungan dengan pajak. Maharani dan
Suardana (2014) menemukan bahwa semakin besar jumlah dewan komisaris
independen maka mekanisme pengawasan manajemen perusahaan akan semakin
baik. Adanya peranan dewan sebagai alat pengawasan bagi perusahaan
diharapkan dapat memberikan kontribusi yang efektif dalam mengurangi tindakan
pajak agresif. Oleh karena itu, hipotesis kelima penelitian ini adalah:
H2 : Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tindakan
pajak agresif
2.4.3 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Tindakan Pajak Agresif
Menurut Surat Keputusan Badan Pengelola dan Pengawas Pasar Modal
(BAPEPAM, 2012) NOMOR: KEP-643/BL/2012 mengatur pembentukan
pedoman pelaksanaan kerja komite audit. Menurut aturan yang dikeluarkan oleh
BAPEPAM yaitu komite audit minimal berjumlah 3 orang (dengan diketuai oleh
seorang dewan komisaris independen yang menjabat sebagai ketua komite audit).
Komite audit mempunyai tugas dan tanggung jawab agar perusahaan taat terhadap
peraturan perundang-undangan, termasuk kepatuhan terhadap perpajakan. Selain
itu, memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan, menjaga
terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya
good corporate governance. Dengan adanya ukuran komite audit yang cukup
dalam perusahaan diharapkan mampu untuk mengurangi praktik manajemen laba
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dan juga tindakan pajak agresif yang bertujuan untuk meminimalisasi beban
pajak.
Dari hasil penelitian Annisa dan Kurniasih (2012) menemukan bahwa
komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, artinya komite
audit efektif dalam mencegah tindakan manajemen laba dalam melakukan
minimalisasi laba untuk kepentingan pajak. Selanjutnya, Maharani dan Suardana
(2014) menemukan bahwa keberadaan komite audit dapat dirasakan sebagai
indikasi pengawasan dan berpengaruh signifikan dalam menyediakan informasi
yang lebih kepada pemakai laporan keuangan. Dengan demikian, ukuran komite
audit diharapkan untuk menilai kewajaran metode dan asumsi yang digunakan
dalam penyusunan akuntansi dan informasi yang berhubungan dengan pajak yang
dibuat oleh perusahaan sehingga mampu mencegah adanya tindakan pajak agresif.
Oleh karena itu, hipotesis keenam penelitian ini adalah:
H3 : Ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak
agresif
2.4.4 Pengaruh Profitabilitas terhadap Tindakan Pajak Agresif
Profitabilitas perusahaan yang diukur dengan ROA menggambarkan
kinerja perusahaan dalam memperoleh laba dengan memanfaatkan aset yang
digunakan dalam operasi perusahaan. Laba merupakan dasar pengenaan pajak.
Perusahaan yang memiliki tingkat laba yang tinggi akan mendapat perhatian yang
luas dari kalangan masyarakat dan pemerintah sebagai regulator sehingga
menyebabkan terjadinya biaya politis yang tinggi, salah satunya pengenaan pajak
yang lebih tinggi. Oleh karena itu, hal ini menyebabkan semakin besar
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kecenderungan perusahaan untuk menggunakan pilihan metode akuntansi yang
dapat mengurangi laba untuk meminimalkan biaya pajak yang ditanggung (Watts
dan Zimmerman, 1986).
Menurut Hepworth (1953) dalam Budiasih (2009) dalam Dewi dan
Prasentiono (2012) menyatakan bahwa manajemen melakukan manipulasi laba
dengan perataan laba sebagai rekayasa untuk mengurangi laba dan menaikkan
biaya pada periode berjalan yang dapat mengurangi utang pajak. Subagyo dan
Oktavia (2010) menemukan bahwa perusahaan yang memperoleh laba melakukan
manajemen laba dalam rangka merespon perubahan tarif pajak badan di
Indonesia. Perusahaan tersebut memanipulasi labanya untuk meminimalisir
pembayaran pajaknya. Oleh karena itu, hipotesis kedua penelitian ini adalah:
H4 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif
2.4.5 Pengaruh Tingkat Hutang terhadap Tindakan Pajak Agresif
Perusahaan dimungkinkan menggunakan hutang untuk memenuhi
kebutuhan operasional dan investasi perusahaan (Prakosa, 2014). Keputusan
pendanaan perusahaan juga dapat mempengaruhi pajak perusahaan, misalnya
seperti pada perusahaan grup, pemilik perusahaan lebih menyukai untuk
menggunakan pendanaan hutang daripada pendanaan dalam bentuk modal saham
untuk membiayai operasi perusahaan mereka (Richardson dan Lanis, 2007).
Alasannya, selain untuk mempertahankan ekuitas atau kepemilikan mereka, jika
menggunakan hutang akan ada biaya bunga sebagai tax shields (pengurang pajak)
yang dapat menghemat pembayaran pajak, sedangkan dividen tidak dapat
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dibebankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Dengan demikian,
semakin tinggi rasio leverage, berarti semakin tinggi perusahaan menggunakan
hutang dan semakin tinggi pula biaya bunga utang yang dapat mengurangi beban
pajak perusahaan (Modigliani dan Miller, 1958).
Richardson dan Lanis (2007) menemukan bahwa semakin tinggi nilai
hutang perusahaan maka nilai ETR perusahaan semakin rendah, berarti semakin
kecil pembayaran pajaknya. Hal ini dikarenakan tingkat leverage yang tinggi akan
mengakibatkan beban pajak yang rendah dimana biaya bunga merupakan biaya
yang dapat dikurangkan dari pajak. Prakosa (2014) dan Waluyo et al. (2015) juga
menemukan bahwa besarnya leverage mengindikasikan adanya penghindaran
pajak yaitu dengan memanfaatkan beban bunga sebagai pengurang penghasilan
kena pajak. Oleh karena itu, hipotesis ketiga penelitian ini adalah:
H5 : Tingkat hutang berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif
2.4.6 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tindakan Pajak Agresif
Ukuran perusahaan merupakan suatu skala pengklasifikasikan besar
kecilnya perusahaan. Ada dua pandangan teori terkait pajak dan ukuran
perusahaan, yaitu teori biaya politik dan teori kekuasaan politik. Menurut teori
biaya politik, semakin besar perusahaan maka semakin menjadi sorotan
pemerintah dan masyarakat sehingga perusahaan akan cenderung membayar pajak
lebih tinggi (Watts dan Zimmerman, 1986). Menurut teori kekuasaan politik,
semakin besar perusahaan maka semakin banyak sumber daya yang berkualitas
sehingga perusahaan dapat menggerakkan sumber daya tersebut untuk
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memanipulasi proses politik, terlibat dalam perencanaan pajak, dan mengatur
aktivitas-aktivitas yang dapat mengurangi beban pajak (Siefgried, 1972).
Lanis dan Richardson (2007) menemukan bahwa semakin besar perusahaan
maka semakin rendah ETR. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan besar
memiliki ekonomi yang superior, memanipulasi proses politik, terlibat dalam
perencanaan pajak, dan mengatur aktivitas-aktivitas yang dapat mencapai pajak
optimal dibandingkan perusahaan kecil, sehingga mampu untuk mengurangi
beban pajak. Menurut Rego (2003) semakin besar perusahaan maka semakin
kompleks transaksinya dan memungkinkan bagi perusahaan tersebut untuk
memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan penghindaran pajak. Oleh
karena itu, hipotesis keempat penelitian ini adalah:






Jenis penelitian yang digunakan dapat digolongkan ke dalam penelitian
empiris dan bersifat kuantitatif yang menggambarkan dan menjelaskan bagaimana
pengaruh fenomena yang dijadikan objek penelitian. Tujuan penelitian ini adalah
pengujian hipotesis. Penelitian yang termasuk dalam pengujian hipotesis biasanya
menjelaskan sifat hubungan tertentu atau menentukan perbedaan antar kelompok
atau kebebasan (independensi) dua atau lebih faktor dalam suatu situasi (Sekaran,
2006). Penelitian ini mengutamakan penelitian terhadap data dan fakta empiris
dengan menggunakan sumber data sekunder.
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan non-keuangan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014, yaitu perusahaan yang
tergabung dalam grup yang dapat dilihat di situs www.wikipedia.com dan
www.sahamok.com. Adapun teknik sampling yang digunakan adalah secara non
probability sampling yaitu purposive sampling. Sampel perusahaan yang diteliti
adalah perusahaan yang selama periode tersebut memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
1. Perusahaan grup non-keuangan terdaftar di BEI periode 2010-2014.
2. Mempunyai data yang lengkap untuk keseluruhan variabel.
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3. Perusahaan yang laporan keuangannya dalam mata uang rupiah dan
pelaporan keuangan berakhir 31 Desember.
4. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama periode pengamatan.
5. Perusahaan yang memiliki kepemilikan saham > 50%.
3.3 Metode Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan data sekunder dari perusahaan non-keuangan
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data yang digunakan meliputi
laporan keuangan tahunan selama tahun 2010 sampai 2014 yang diperoleh melalui
situs Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id.
3.4 Definisi dan Operasional Variabel
3.4.1 Variabel Dependen
3.4.1.1 Tindakan Pajak Agresif
Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tindakan
pajak agresif yang diukur dengan 4 proksi, yaitu effective tax rate (ETR), cash
effective tax rate (CETR), book-tax difference Manzon-Plesko (BTD_MP), dan
residual book-tax difference Desai-Dharmapala.
a. Effective tax rate (ETR)
Digunakan untuk merefleksikan perbedaan tetap antara perhitungan laba
buku dengan laba fiskal (Frank et al., 2009). Pengukuran ETR pada penelitian ini
mengikuti perhitungan Chen et al. (2010) sebagai berikut:=
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b. Cash effective tax rate (CETR)
Digunakan mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak yang dilakukan
menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer (Chen et al., 2010).
Pengukuran CETR pada penelitian ini mengikuti perhitungan Chen et al. (2010)
sebagai berikut: =
c. Book-Tax difference
Pengukuran book-tax difference dapat mencerminkan manajemen laba,
strategi perencanaan pajak, dan perbedan aturan pelaporan keuangan dan laporan
pajak (Mills & Newberry, 2001; Tang & Firth, 2008). Perhitungan book-tax
difference yang digunakan pada penelitian ini mengikuti perhitungan Manzon dan
Plesko (2002) yaitu selisih antara laba akuntansi dengan laba fiskal. Langkah
pertama, untuk menghitung estimasi laba fiskal sebagai berikut:Ý = (1)
Keterangan :Ý : laba fiskal
Current tax expense : beban pajak kini
Tax rate : tarif pajak badan yaitu 25%
Langkah kedua, untuk perhitungan book-tax difference Manzon dan
Plesko (2002) sebagai berikut:_ = Ý (2)
Keterangan :
BTD_MPit : perbedaan laba akuntansi dengan laba fiskal
YS : laba akuntansi
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Ý : laba fiskal
Total assetit-1 : total aset perusahaan i tahun sebelumnya
d. Residual book-tax difference
Selanjutnya, untuk mengukur tindakan pajak agresif juga menggunakan
nilai residual book-tax difference yang dikembangkan oleh Desai dan Dharmapala
(2006). Perhitungan ini melakukan regresi BTD_MP dan nilai total akrual untuk
memisahkan aktivitas manajemen laba dan tindakan pajak agresif. Langkah
pertama, untuk mencari nilai total akrual perusahaan i tahun t sebagai berikut:= − (1)
Nilai TA diskalakan dengan total aset tahun sebelumnya.
Keterangan:
TAit : total akrual perusahaan i tahun t dibagi dengan total aset t-1
NIit : net income perusaahaan i tahun t
CFOit : cash flow operation perusahaan i tahun t
Langkah kedua, setelah mendapatkan nilai total akrual, maka dilakukan
regresi:_ = + (2)
Keterangan:
BTD_DDit : book tax-difference perusahaan i tahun t diskalakan dengan
total aset tahun sebelumnya
TAit : total akrual perusahaan i tahun t (NI-CFO) dibagi dengan total
aset tahun sebelumnya
µ i : average value of residual dari perusahaan i
Nilai residual (µ i) dari regresi di atas merupakan komponen dari book-tax
difference yang tidak dapat dijelaskan oleh nilai total akrual yang mencerminkan
manajemen laba. Maka dari itu, nilai residual dari hasil regresi BTD_MP dan nilai
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total akrual diharapkan murni merupakan mencerminkan dari aktivitas pajak
agresif. Pada penelitian ini untuk melihat akitivitas pajak ageresif melihat nilai µi.= (3)
Keterangan:
TAG : Tindakan pajak agresif
µ i : average value of residual dari perusahaan i
3.4.2 Variabel Independen
3.4.2.1 Kepemilikan Pengendali
Variabel independen yang digunakan adalah kepemilikan pengendali yang
diukur dengan persentase kepemilikan sahamnya > 50% dari seluruh saham yang
disetor penuh (Bapepam, 2011).
3.4.2.2 Proporsi Komisaris Independen
Proporsi komisaris independen yang diukur menggunakan persentase
jumlah komisaris independen terhadap jumlah total komisaris dalam susunan
dewan komisaris perusahaan.
3.4.2.3 Ukuran Komite Audit
Ukuran komite audit diukur dengan jumlah total anggota komite dalam
suatu perusahaan.
3.4.2.4 Profitabilitas
Profitabilitas pada penelitian ini diukur dengan Return On Assets (ROA).
ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan
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menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. ROA mengidentifikasi
seberapa efisien manajemen dalam menggunakan aktiva yang dimiliki untuk
menghasilkan laba. Adapun rasio Return On Assets (ROA) dapat dihitung sebagai
berikut: ROA = EBITTotal Aset
3.4.2.5 Tingkat Hutang
Tingkat hutang merupakan sumber pendanaan eksternal dari utang jangka
panjang. Dalam penelitian ini tingkat hutang diukur dengan proporsi total hutang
terhadap total ekuitas pemegang saham. Rasio tersebut digunakan untuk
memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan,
sehingga dapat dilihat tingkat risiko tak tertagihnya suatu utang.LEV = Total HutangTotal Ekuitas
3.4.2.6 Ukuran Perusahaan
Ukuran  perusahaan merupakan ukuran atau besarnya asset yang dimiliki
perusahaan, ditunjukan oleh logaritma natural dari total aset.
Size = Ln (Total Aset)
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3.5 Metode Analisis Data
3.5.1 Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari rata-
rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, dan
kemencengan distribusi (Ghozali, 2011). Analisis deskriptif ini dapat digunakan
untuk mengetahui gambaran mengenai tindakan pajak agresif yang diukur dengan
book-tax difference Manzon-Plesko (BTD_MP), dan residual book-tax difference
Desai-Dharmapala (BTD_DD) pada perusahaan grup non keuangan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3.5.2 Pengujian Asumsi Klasik
Uji asumsi  klasik adalah menganalisis data yang diperlukan untuk
mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar bebas dari
adanya gejala autokorelasi, gejala multikolinearitas, dan gejala
heteroskedastisitas. Pengujian-pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut:
3.5.2.1 Uji Normalitas
Pengujian normalitas data dalam penelitian ini menggunakan SPSS.
Ghozali (2011) mengatakan bahwa uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah
dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi
normal. Dalam penelitian ini menguji normalitas data dari masing-masing variabel
menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Dasar pengambilan keputusan dalam uji
Kolmogorov-Smirnov adalah sebagai berikut :
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1. Apabila nilai Asymp. Sig (2-tailed) lebih besar dari 0,05, maka H0
diterima. Maka ini berarti data terdistribusi normal.
2. Apabila nilai Asymp. Sig (2-tailed) kurang dari 0,05, maka H0 ditolak.
Maka ini berarti data terdistribusi tidak normal.
3.5.2.2 Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah model
regresi terdapat korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan
kesalahan pada periode t-1 sebelumnya dan apabila ini terjadi maka dinamakan
masalah autokorelasi. Untuk mengetahui apakah ada masalah autokorelasi maka
dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson (uji D-W). Uji Durbin-
Watson (uji D-W) digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (first order
autocorrelation) dan mensyaratkan adanya konstanta (intercept) dalam model
regresi dan tidak ada variabel lagi di antara variabel independen. Pengambilan
keputusan ada tidaknya autokorelasi pada suatu model diperlihatkan dalam Tabel




Tidak ada autokorelasi positif 0 < d < dl Tolak
Tidak ada autokorelasi positif dl ≤  d  ≤ du No Decision
Tidak ada korelasi negatif 4 – dl  < d < 4 Tolak
Tidak ada korelasi negatif 4 – du ≤ d ≤ 4 – dl No Decision
Tidak ada autokorelasi, positif atau
negatif
du  < d < 4 – du Tolak
Sumber : Ghozali (2011)
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3.5.2.3 Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah model
regresi ditemukan adanya korelasi di antara variabel independen. Model regresi
dapat dikatakan baik adalah apabila tidak terjadi korelasi di antara variabel
independen. Menurut Ghozali (2011) untuk dapat mendeteksi ada atau tidaknya
mulitikolinieritas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai Tolerance dan
Variance Inflation Factor (VIF). Dasar pengambilan keputusan untuk uji
multikolinieritas adalah sebagai berikut :
1. Jika nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10, maka tidak terjadi
masalah multikolinieritas. Hal ini berarti model regresi dapat
dikatakan baik.
2. Jika nilai tolerance < 0,1 dan nilai VIF > 10, maka terjadi masalah
multikolinieritas. Hal ini berarti model regresi dapat dikatakan tidak
baik.
3.5.2.4 Uji Heterokedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain (Ghozali, 2011). Jika varians dari residual satu pengamatan
ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda
disebut heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi terjadinya heteroskedastisitas
dilakukan analisis dengan menggunakan uji Glejser yang mengusulkan untuk
meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen (Ghozali 2011),
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|Ut| = α + βXt + vt
dengan ketentuan jika koefisien korelasi semua variabel terhadap residual > 0,05
dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.
3.5.3 Pengujian Hipotesis
Pada penelitian ini menggunakan analisis linier berganda untuk menguji
hipotesis. Dalam analisis linier berganda, selain untuk mengukur kekuatan
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, juga untuk
menentukan arah pengaruh tersebut. Variabel independen dalam penelitian ini
adalah kepemilikan pengendali, proporsi komisaris independen, komite audit,
profitabilitas, tingkat hutang, dan ukuran perusahaan. Sedangkan variabel
dependennya adalah tindakan pajak agresif yang diukur dengan 4 proksi, yaitu
effective tax rate, cash effective tax rate, book-tax difference Manzon-Plesko, dan
residual book-tax difference Desai-Dharmapala. Adapun persamaan untuk
menguji hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:= + + + + + + + ,
Keterangan:
TAGit : Tindakan pajak agresif yang diukur dengan ETR, CETR,
BTD_MP, dan BTD_DD
KPit : Kepemilikan pengendali yang diukur dengan persentase
pemegang saham pengendali
ROAit : Return on Assets perusahaan i tahun t
LEVit : Total hutang dibagi total ekuitas perusahaan i tahun t
SIZEit : Ukuran perusahaan yang dihitung dengan logaritma natural dari
total aset
KIit : Proporsi komisaris independen yang diukur dengan persentase
jumlah komisaris independen  terhadap jumlah total komisaris
KAit : Ukuran komite audit yang diukur dengan jumlah komite audit
dalam perusahaan
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Analisis linier berganda dalam penelitian ini dilakukan untuk pengujian
hipotesis pertama sampai keenam yang terdiri dari empat model persamaan.
Model pertama variabel dependen yang digunakan adalah effective tax rate (ETR),
model kedua menggunakan variabel dependen cash effective tax rate (CETR),
model ketiga menggunakan variabel dependen book-tax difference Manzon-
Plesko (BTD_MP), dan terakhir model keempat menggunakan variabel dependen
residual book-tax difference Desai-Dharmapala (BTD_DD).
3.5.4 Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)
Uji signifikan simultan atau Uji F yang dilakukan untuk keseluruhan
hipotesis dengan tujuan untuk mengetahui apakah variabel independen
mempunyai pengaruh secara signifikan bersama-sama terhadap variabel
dependen. Adapun kriteria untuk pengujian hipotesis uji f ini adalah jika nilai f
hitung > f tabel, maka akan disimpulkan bahwa semua variabel independen secara
simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen,
begitupun sebaliknya jika f hitung < f tabel, maka tidak ada pengaruh antara
variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Atau jika nilai f
hitung > f tabel tetapi pada tingkat signifikansi 5% maka dapat dikatakan bahwa
seluruh variabel independen serentak dan signifikan mempengaruhi variabel
dependen (Ghozali, 2011).
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3.5.5 Uji  Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)
Uji statistik t dilakukan untuk keseluruhan hipotesis dengan tujuan untuk
menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual
dalam menerangkan variabel independen (Ghozali, 2011). Jika t hitung < t tabel,
maka berarti tidak ada pengaruh antara variabel independen secara parsial
terhadap variabel dependen. Sedangkan jika t hitung > t tabel, maka berarti ada
pengaruh antara variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.
3.5.6 Uji Koefisien Determinasi (R2)
Pengujian koefisien determinasi (R2) yang dilakukan untuk hipotesis kedua
sampai hipotesis keenam dengan maksud adalah untuk mengukur sejauh mana
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen dengan kisaran
nilai adalah antara 0 dan 1. Jika nilai adjusted (R2) semakin mendekati 1 itu
artinya variabel independen memberikan hampir semua informasi yang
dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011).
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan grup sektor non keuangan
dan listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode pengamatan 2010-2014, dapat
dilihat pada situs www.wikipedia.com dan www.sahamok.com. Sampel dalam
penelitian ini adalah perusahaan grup sektor non keuangan dan listing di BEI
periode pengamatan 2010-2014 yang memenuhi kriteria. Teknik pengambilan
sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling.
Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka jumlah sampel dalam penelitian
ini adalah 32 perusahaan dengan 160 observasi. Adapun sampel perusahaan yang
digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 4.1 sebagai berikut:
Tabel 4.1
Sampel Penelitian
Perusahaan Sampel Penelitian JumlahPerusahaan Persentase
Perusahaan non keuangan yang tergabung
dalam grup dan listing di Bursa Efek Indonesia
pada tahun 2010-2014
81 100
Perusahaan yang tergabung dalam grup yang
menyajikan laporan keuangan dalam mata uang
selain rupiah
(11) (13,58)
Perusahaan yang mengalami kerugian selama
periode pengamatan
(17) (20,98)
Perusahaan yang mempunyai kepemilikan
saham < 50 %
(21) (25,92)
Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria
penelitian dan dijadikan sampel penelitian
32 39,50
Jumlah Observasi (32 x 5 tahun) 160
Sumber : data sekunder diolah 2015
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4.2 Statistik Deskriptif
Statistik  deskriptif memberikan gambaran awal variabel penelitian dan
digunakan untuk mengetahui karakteristik sampel yang digunakan dalam
penelitian. Pada penelitian ini, statistik deskriptif  yang  digunakan  meliputi
maksimum, minimum, rata-rata dan standar deviasi (Ghozali, 2011). Statistik
deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan seluruh variabel
yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel dependen dalam penelitian ini
adalah tindakan pajak agresif yang diukur dengan 4 proksi, yaitu Effective Tax
Rate (ETR), Cash Effective Tax Rate (CETR), Book-tax Difference Manzon-
Plesko (BTD_MP), residual Book-tax Difference Desai-Dharmapala (BTD_DD).
Variabel independen dalam penelitian ini adalah kepemilikan pengendali (KP),
proporsi komisaris independen (KI), ukuran komite audit (KA), profitabilitas
(ROA), tingkat hutang (LEV), dan ukuran perusahaan (SIZE).
Deskriptif statistik pada penelitian ini disajikan pada Tabel 4.2 sebagai
berikut:
Tabel 4.2
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian
Seluruh Variabel
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
ETR 160 0,02740 0,8987 0,238691 0,0941259
CETR 160 0,0000 4,8820 0,311561 0,4340631
BTD_MP 160 0,0001 1,3531 0,034713 0,1138054
BTD_DD 160 -0,2922 0,5344 0,024577 0,0576890
KP 160 0,5007 0,9818 0,683745 0,1552774
KI 160 0,2500 0,8000 0,434822 0,1248089
KA 160 2 5 3,11 0,414
ROA 160 0,0058 0,6393 0,182908 0,1342441
LEV 160 0,0730 3,6540 0,88277 0,6475237
SIZE 160 27,1991 33,0950 29,82998 1,1402313
Sumber: data sekunder diolah, 2015
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Dari Tabel 4.2 di atas menunjukan hasil pengujian statistik deskriptif dari
32 sampel perusahaan selama 5 tahun pengamatan, sehingga jumlah observasi (N)
adalah sebanyak 160 observasi. Variabel penelitian pertama dalam statistik
deskriptif adalah variabel tindakan pajak agresif yang diukur dengan
menggunakan ETR (Effective Tax Rate), yaitu beban pajak dibagi laba sebelum
pajak. ETR digunakan untuk melihat tindakan pajak agresif perusahaan yang
memanfaatkan perbedaan tetap antara perhitungan laba sebelum pajak (laba
akuntansi) dengan laba fiskal sehingga akan mempengaruhi pada nilai laba bersih.
Nilai rata-rata variabel ETR sebesar 0,238691 mengindikasikan bahwa rata-rata
perusahaan sampel di BEI memanfaatkan perbedaan tetap sebesar 23,86% dari
laba sebelum pajak sehingga mendapatkan penangguhan kewajiban pajak pada
tahun berjalan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perusahaan melakukan
tindakan pajak agresif dengan memanfaatkan perbedaan tetap karena adanya
aturan perpajakan yang berbeda dengan ketentuan akuntansi. Nilai standar deviasi
sebesar 0,0941259 yang lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa data
variabel ETR dari observasi tidak bervariasi.
Nilai maksimum ETR sebesar 0,8987 dimiliki oleh perusahaan First Media
Tbk (KBLV) menunjukkan bahwa perusahaan sampel tersebut tidak terlalu
memanfaatkan perbedaan tetap antara laba akuntansi dan laba fiskal. Hal ini
berarti dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya cukup baik karena dilakukan
sesuai dengan aturan perpajakan berlaku, sehingga bisa dikatakan tindakan pajak
agresifnya rendah. Nilai minimum ETR sebesar 0,02740 dimiliki oleh perusahaan
Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) menunjukkan bahwa perusahaan sampel
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tersebut melakukan tindakan pajak agresif dengan memanfaatkan perbedaan tetap
karena adanya aturan perpajakan agar mendapatkan penangguhan kewajiban
perpajakan pada tahun berjalan. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut
memiliki tingkat pemenuhan kewajiban pajak yang rendah, sehingga bisa
dikatakan tindakan pajak agresifnya tinggi.
Pengukuran tindakan pajak agresif selanjutnya menggunakan CETR (Cash
Effective Tax Rate), yaitu kas yang digunakan untuk pembayaran pajak yang
terdapat dari aktivitas operasi dibagi dengan laba sebelum pajak. CETR dapat
digunakan untuk melihat perbedaan tetap maupun perbedaan sementara sehingga
dapat melakukan pembayaran pajak secara kas yang rendah. Nilai rata-rata
variabel CETR sebesar 0,311561 mengindikasikan bahwa rata-rata perusahaan
sampel di BEI memanfaatkan perbedaan tetap dan sementara antara laba
akuntansi dan laba fiskal sehingga mendapatkan penangguhan pembayaran kas
untuk pajak pada tahun berjalan. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa
perusahaan melakukan tindakan pajak agresif dengan memanfaatkan perbedaan
tetap dan sementara karena adanya aturan perpajakan yang berbeda dengan
ketentuan akuntansi. Nilai standar deviasi sebesar 0,4340631 yang lebih besar dari
nilai rata-rata menunjukkan bahwa data dalam variabel CETR bervariasi.
Nilai maksimum CETR sebesar 4,882 dimiliki oleh perusahaan First
Media Tbk (KBLV) menunjukkan bahwa ada perusahaan sampel yang memang
membayar pajaknya sangat besar dengan kemungkinan bahwa perusahaan
tersebut memang melaporkan komponen pembayaran pajak selain pajak
penghasilan badan atau kemungkinan perusahaan tersebut membayar kewajiban
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pajak tangguhan sebelumnya. Dapat disimpulkan nilai maksimum variabel CETR
menunjukkan bahwa pemenuhan pembayaran pajak secara kas sudah baik
dilaksanakan oleh perusahaan tersebut sehingga dapat dikatakan tindakan pajak
agresifnya sangat rendah. Nilai minimum CETR sebesar 0,0000 dimiliki oleh
perusahaan Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) menunjukkan bahwa ada
perusahaan sampel yang memang tidak membayar pajaknya atau menangguhkan
kewajiban pajaknya.
Variabel tindakan pajak agresif lainnya diukur dengan BTD_MP (Book-
tax Difference Manzon-Plesko), yaitu selisih laba akuntansi dengan laba fiskal
dibagi dengan total aset tahun sebelumnya. Selisih laba akuntansi dengan laba
fiskal dikarenakan adanya perbedaan tetap dan perbedaan temporer dalam
penentuan laba akuntansi dan laba fiskal yang dilakukan perusahaan. Semakin
besar selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal mengindikasikan bahwa
semakin besar kemungkinan perusahaan memanfaatkan beda tetap dan temporer
untuk melakukan tindakan pajak agresif dan sebaliknya. Nilai rata-rata variabel
BTD_MP sebesar 0,034713. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata perusahaan
sampel sangat sedikit yang memanfaatkan perbedaan tetap dan perbedaan
temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal sebagai bentuk untuk menghindari
pajak. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan sampel memiliki tindakan pajak
agresif yang rendah terkait dengan adanya perbedaan tetap dan perbedaan
temporer antara penentuan laba akuntansi dan laba fiskal yang diakibatkan adanya
perbedaan pengakuan sesuai dengan ketentuan pajak dan ketentuan akuntansi.
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Nilai standar deviasi sebesar 0,1138054 yang lebih besar dari nilai rata-rata
menunjukkan bahwa data dalam variabel BTD_MP bervariasi.
Nilai maksimum BTD_MP sebesar 1,3531 dimiliki oleh perusahaan First
Media Tbk (KBLV) menunjukkan bahwa ada perusahaan sampel yang
memanfaatkan perbedaan tetap dan temporer yang timbul dari perbedaan aturan
akuntansi dan pajak, sehingga perusahaan tersebut dapat minimalisasi pengenaan
kewajiban pajak pada tahun berjalan. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan
tersebut melakukan tindakan pajak agresif yang cukup tinggi. Nilai minimum
sebesar 0,0001 dimiliki oleh perusahaan Global Mediacom Tbk (BMTR)
menunjukkan perusahaan tersebut menggunakan perbedaan tetap dan temporer
antara laba pajak dan laba fiskal sehingga ketika dihitung laba fiskalnya dari laba
akuntansi, pengenaan pajaknya sudah sesuai dengan kemungkinan pengenaan
pajak penghasilan atas laba akuntansi dan perkiraan kewajiban pajaknya sudah
sesuai perkiraan. Hal ini juga menunjukkan bahwa perusahaan tersebut juga tidak
melakukan tindakan pajak agresif.
Variabel tindakan pajak agresif yang terakhir diukur dengan BTD_DD
(residual Book-tax Difference Desai-Dharmapala), yaitu nilai residual dari book-
tax difference yang didapatkan dari hasil regresi BTD_MP dengan nilai total
accrual (net income-CFO) sehingga nilai residual dari regresi merupakan
komponen dari book-tax difference yang tidak dapat dijelaskan oleh nilai total
akrual yang mencerminkan manajemen laba. Nilai residual tersebut murni
mencerminkan tindakan pajak agresif. Nilai rata-rata variabel BTD_DD sebesar
0,024577. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata perusahaan sampel sangat
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sedikit yang memanfaatkan perbedaan tetap dan perbedaan temporer antara laba
akuntansi dan laba fiskal sebagai bentuk untuk menghindari pajak. Nilai standar
deviasi sebesar 0,0576890 yang lebih besar dari nilai rata-rata menunjukkan
bahwa data dalam variabel BTD_DD bervariasi.
Nilai maksimum BTD_DD sebesar 0,5344 dimiliki oleh perusahaan
Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) menunjukkan bahwa net income yang
merupakan komponen akrual lebih besar dari kas. Hal ini berarti perusahaan
memiliki beban pajak yang kecil sehingga net income menjadi besar. Beban pajak
yang kecil mengindikasikan perusahaan melakukan tindakan pajak agresif. Nilai
minimum sebesar -0,2922 dimiliki oleh perusahaan Surya Citra Media Tbk
(SCMA). Tanda negatif menunjukkan bahwa net income yang merupakan
komponen akrual lebih kecil dari kas. Hal ini berarti perusahaan memiliki beban
pajak yang besar sehingga net income menjadi kecil. Beban pajak yang besar
mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut tindakan pajak agresifnya rendah.
Variabel kepemilikan pengendali (KP) diukur dengan persentase saham
pengendali pada perusahaan sampel. Nilai rata-rata variabel KP sebesar 0,683745
menunjukkan perusahaan sampel rata-rata memiliki kepemilikan pengendali
sebesar 68,37%. Variabel KP mengikuti aturan Bapepam No: Kep-264/BL/2011
tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka Pasal 1 butir c menjelaskan tentang
Pengendali Perusahaan Terbuka yang selanjutnya disebut pengendali, adalah
pihak yang memiliki saham lebih dari 50% dari seluruh saham yang disetor
penuh. Nilai standar deviasi sebesar 0,1552774 lebih kecil dari rata-rata
menunjukkan bahwa variasi dari variabel KP dari observasi tidak bervariasi.
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Nilai maksimum KP sebesar 0,9818 menunjukkan bahwa terdapat
persentase saham pengendali terbesar pada perusahaan sampel yaitu sebesar
98,18% dimiliki oleh perusahaan HM Sampoerna Tbk (HMSP) dan sisanya
sebesar 1,82% dimiliki oleh pemegang saham non pengendali. Hal ini
menunjukkan bahwa masih ada perusahaan yang belum memenuhi persyaratan
BEI yaitu jumlah saham yang dimiliki investor publik minimal 50 juta saham atau
7,5 persen dari total saham. Nilai minimum KP sebesar 0,5007 menunjukkan
bahwa terdapat persentase saham pengendali paling rendah pada perusahaan
sampel sebesar 50,07% dimiliki oleh perusahaan Indofood Sukses Makmur Tbk
(INDF) dan sisanya 49,93% dimiliki oleh pemegang saham non pengendali.
Untuk variabel corporate governance yang diukur dengan proporsi
komisaris independen (KI), yaitu proporsi komisaris independen terhadap total
komisaris dalam perusahaan. Nilai rata-rata variabel KI sebesar 0,434822 atau
43,48%. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan perusahaan sampel telah
memenuhi aturan Bapepam No. I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek
Bersifat Ekuitas di Bursa huruf C-1, yang menyatakan bahwa perusahaan publik
harus memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah
komisaris. Nilai standar deviasi sebesar 0,1271223 lebih kecil dari rata-rata
menunjukkan bahwa data variabel KI tidak bervariasi. Nilai maksimum KI
sebesar 0,80 dimiliki oleh perusahaan Unilever Tbk (UNVR) menunjukkan bahwa
80% komisaris yang ada dalam perusahaan merupakan komisaris independen dan
sisanya adalah komisaris non independen. Nilai minimum KI sebesar 0,2500
dimiliki oleh perusahaan JAPFA Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) menunjukkan
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bahwa 25% komisaris yang ada dalam perusahaan merupakan komisaris
independen dan sisanya adalah komisaris non independen. Hal ini berarti masih
ada perusahaan dalam sampel penelitian ini yang belum menerapkan peraturan
Bapepam karena proporsi komisaris independennya kurang dari 30%.
Statistik deskriptrif variabel ukuran komite audit (KA) diukur dengan
jumlah total anggota komite dalam suatu perusahaan. Nilai rata-rata variabel KA
sebesar 3,11. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sampel telah
memenuhi aturan Bapepam No. KEP-643/BL/2012 mengatur tentang
pembentukan pedoman pelaksanaan kerja komite audit yang menyatakan bahwa
komite audit minimal berjumlah 3 orang. Standar deviasi sebesar 0,414 lebih kecil
dari rata-rata menunjukkan bahwa variasi dari variabel KA dari observasi tidak
bervariasi. Nilai maksimum variabel KA sebesar 5 dan minimumnya 2. Ini berarti
jumlah total anggota komite audit dalam perusahaan sampel yang paling banyak
adalah 5 yang hanya dimiliki oleh perusahaan Charoen Pokphand Indonesia Tbk
(CPIN) dan total anggota komite audit paling sedikit adalah 2 yang hanya dimiliki
oleh perusahaan Surya Citra Media Tbk (SCMA). Hal ini berarti masih ada
perusahaan yang belum memenuhi aturan Bapepam karena jumlah komite
auditnya kurang dari 3 orang.
Variabel profitabilitas yang diukur dengan ROA (Return on Assets)
merupakan variabel insentif pajak. Nilai rata-rata variabel ROA sebesar 0,182908
menunjukkan bahwa  rata-rata kemampuan perusahaan sampel menghasilkan laba
sebesar 18,29% dari total aset yang digunakan. Nilai standar deviasi sebesar
0,1342441 lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa data dalam variabel
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profitabilitas tidak bervariasi. Nilai maksimum variabel profitabilitas sebesar
0,6393 menunjukkan bahwa terdapat perusahaan sampel yang efektif dalam
pengelolaan asetnya untuk memperoleh laba. Nilai minimum sebesar 0,0058
menunjukkan bahwa terdapat perusahaan sampel yang kurang efektif dalam
pengelolaan asetnya untuk memperoleh laba. Nilai ROA yang terbesar dan
terkecil keduanya dimiliki oleh perusahaan First Media Tbk (KBLV).
Kemudian statistik deskriptif variabel tingkat hutang (LEV) yang
merupakan variabel insentif non pajak diukur dengan rasio Leverage, yaitu total
hutang dibagi dengan total ekuitas (debt to equity ratio). Nilai rata-rata LEV
sebesar 0,88277 atau 88,27% menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sampel
menggunakan hutang sebagai alternatif sumber pendanaan untuk total seratus
persen dari modal atau ekuitas yang dimiliki dan sebesar 11,73% rata-rata
perusahaan menggunakan alternatif pendanaan selain hutang seperti penerbitan
saham atau penggunaan modal sendiri dalam operasional dan investasi
perusahannya. Nilai standar deviasi sebesar 0,6475237 lebih yang kecil dari rata-
rata menunjukkan bahwa data dalam variabel LEV tidak bervariasi.
Nilai maksimum LEV pada perusahaan sampel sebesar 3,6540 dimiliki
oleh perusahaan Sumber Alfaria Trijaya Tbk menunjukkan bahwa perusahaan
tersebut lebih banyak menggunakan hutang sebagai alternatif pendanaan dari pada
modal. Nilai minimum sebesar 0,0730 dimiliki oleh perusahaan Ciputra Property
Tbk menunjukkan bahwa perusahaan tersebut lebih banyak menggunakan
alternatif pendanaan untuk operasi dan investasi perusahaan dengan modal
daripada hutang.
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Terakhir statistik deskriptif untuk variabel ukuran perusahaan (SIZE) yang
diproksikan dengan logaritma natural (Ln) total aset. Nilai rata-rata sebesar
29,82998 jauh lebih besar dari nilai standar deviasinya yaitu sebesar 1,1402313
menunjukkan bahwa besarnya ukuran perusahaan yang dilihat dari total aset
tercermin selama periode pengamatan perusahaan tidak bervariasi. Nilai
maksimum SIZE sebesar 33,0950 menggambarkan bahwa ada ukuran perusahaan
terbesar pada perusahaan sampel karena memiliki total aset yang besar, yaitu
perusahaan Astra International Tbk (ASII) yang merupakan perusahaan yang
bergerak pada bidang industri otomotif dan komponen. Nilai minimum sebesar
27,1991 menggambarkan bahwa ada ukuran perusahaan terkecil pada perusahaan
sampel karena memiliki total aset yang kecil, yaitu perusahaan Siantar Top Tbk
(STTP) yang merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang produk
konsumen, industri, dan makanan olahan.
4.3 Hasil Pengujian Asumsi Klasik
Pengujian asumsi klasik dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan
memastikan apakah semua asumsi-asumsi yang diperlukan telah terpenuhi dan
untuk menghindari terjadinya estimasi yang bias karena tidak semua data dapat
diterapkan dalam regresi. Pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi
uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas. Uji
asumsi klasik dalam penelitian ini dilakukan dengan alat uji Statistical Package
for the Social Sciences (SPPS) versi 16. Pengujian asumsi klasik dilakukan
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sebelum melakukan persamaan regresi dalam pengujian hipotesis pertama sampai
hipotesis keenam.
4.3.1 Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,
kedua variabel yakni variabel independen dan variabel dependen memiliki
distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2011). Data yang normal adalah data yang
tidak bias, sehingga mencerminkan data yang sesungguhnya. Penelitian ini
menggunakan uji One Sample Kolmogorov-Smirnov dengan melihat nilai Asymp.
Sig (2-tailed) dengan probabilitas 0,05. Jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) lebih
besar dari 0,05 maka data terdistribusi normal, sedangkan jika nilai Asymp. Sig
(2-tailed) lebih kecil dari 0,05 maka data terdistribusi tidak normal. Hasil
pengujian normalitas untuk seluruh variabel disajikan pada Tabel 4.3 dibawah ini:
Tabel 4.3





ETR 2.839 0.000 P<0,05 Data Tidak Normal
CETR 3.562 0.000 P<0,05 Data Tidak Normal
BTD_MP 4.753 0.000 P<0,05 Data Tidak Normal
BTD_DD 2.868 0.000 P<0,05 Data Tidak Normal
KP 2.890 0.000 P<0,05 Data Tidak Normal
KI 2.165 0.000 P<0,05 Data Tidak Normal
KA 6.692 0.000 P<0,05 Data Tidak Normal
ROA 2.445 0.000 P<0,05 Data Tidak Normal
LEV 3.737 0.002 P<0,05 Data Tidak Normal
SIZE 0.871 0.387 P>0,05 Data Normal
Sumber: data sekunder diolah, 2015
Berdasarkan Tabel 4.3 terlihat bahwa hanya satu variabel yang memiliki
data terdistribusi dengan normal yaitu SIZE dengan nilai Kolmogorov-Smirnov Z
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sebesar 0,871 dan nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,435 lebih besar dari pada
nilai p-value sebesar 0,05. Sedangkan untuk sembilan variabel lainnya, yaitu ETR,
CETR, BTD_MP, BTD_DD, KP, KI, KA ROA, dan LEV datanya tidak
terdistribusi dengan normal karena nilai signifikansinya dibawah 0,05.
Dikarenakan masih terdapat variabel yang datanya tidak terdistribusi normal,
maka dilakukan upaya untuk penormalan data menggunakan casewise diagnostic
yaitu dengan membuang data ekstrim yang diindikasikan dengan outlier. Setelah
membuang data outlier, maka data yang tersisa menjadi 99 observasi. Selanjutnya
dilakukan uji normalitas dengan menggunakan data yang berjumlah 99 observasi.
Hasil penormalan data disajikan dalam Tabel 4.4 sebagai berikut:
Tabel 4.4





ETR 0,851 0,464 P>0,05 Data Normal
CETR 1,289 0,072 P>0,05 Data Normal
BTD_MP 1,274 0,078 P>0,05 Data Normal
BTD_DD 0,853 0,460 P>0,05 Data Normal
KP 2,216 0,000 P<0,05 Data Tidak Normal
KI 1,7772 0,004 P<0,05 Data Tidak Normal
KA 5,375 0,000 P<0,05 Data Tidak Normal
ROA 1,348 0,053 P>0,05 Data Normal
LEV 0,993 0,277 P>0,05 Data Normal
SIZE 0,845 0,473 P>0,05 Data Normal
Sumber: data sekunder diolah, 2015
Berdasarkan Tabel 4.4 setelah pernormalan data dengan membuang data
outlier menunjukkan hanya tujuh variabel yang datanya terdistribusi normal yang
memiliki nilai signifikansi diatas 0,05, yaitu variabel ETR, CETR, BTD_MP,
BTD_DD, ROA, LEV, dan SIZE. Sedangkan tiga variabel lainnya yaitu KP, KI,
dan KA masih terdistribusi tidak normal karena memiliki nilai signifikansi
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dibawah 0,05. Merujuk pada asumsi Central Limit Theorem yang menyatakan
bahwa untuk sampel yang besar terutama lebih dari 30 (n≥30), distribusi sampel
dianggap mendekati distribusi normal (Dielman,1961). Ini berarti bahwa
walaupun pengujian normalitas menunjukkan bahwa tidak semua data
berdistribusi secara normal, namun karena observasi lebih dari 30 (n≥30) maka
data tersebut tetap dianggap normal. Oleh karena penelitian ini menggunakan 99
observasi, maka data ini dianggap normal.
4.3.2 Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antara
kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1.
Pengujian autokorelasi dilakukan dengan melihat nilai d atau koefisien Durbin
Watson (D-W). Hasil pengujian autokorelasi untuk model pertama sampai model
keempat penelitian ini disajikan pada Tabel 4.5 sebagai berikut:
Tabel 4.5
Hasil Uji Autokorelasi
Hasil Uji Autokorelasi Model 1
k n Dl Du D Kriteria Keterangan
6 98 1,5437 1,8027 1,836 du < d < 4-du Tidak ada autokorelasi positifdan negatif
Hasil Uji Autokorelasi Model 2
k N Dl Du D Kriteria Keterangan
6 91 1,5215 1,8015 1,887 du < d < 4-du Tidak ada autokorelasi positifdan negatif
Hasil Uji Autokorelasi Model 3
k N Dl Du D Kriteria Keterangan
6 99 1,5467 1,8029 1,985 du < d < 4-du Tidak ada autokorelasi positifdan negatif
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Hasil Uji Autokorelasi Model 4
k n Dl Du D Kriteria Keterangan
6 97 1,5407 1,8025 2,177 du < d < 4-du Tidak ada autokorelasi positifdan negatif
Sumber : data sekunder diolah 2015
Berdasarkan Tabel 4.5 hasil pengujian autokorelasi model pertama dengan
menggunakan uji Durbin-Watson (DW-Test) dengan jumlah variabel independen
(k) sebanyak 6 variabel, jumlah observasi (n) sebanyak 98 dan dengan α = 5%
yang kemudian diregresi sehingga diperolehnya nilai Durbin-Watson 1,836,
durbin-lower 1,5437, dan nilai durbin upper sebesar 1,8027. Diperolehnya nilai-
nilai durbin tersebut tergolong kriteria du < d < 4-du, yakni 1,8027 < 2,836 <
2,1973 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi positif atau
negatif untuk model pertama.
Hasil pengujian autokorelasi model kedua dengan jumlah jumlah variabel
(k) sebanyak 6, jumlah observasi (n) sebanyak 91, dan dengan α = 5% yang
kemudian diregresi sehingga diperolehnya nilai Durbin-Watson sebesar 1,887,
nilai durbin-lower sebesar 1,5215 dan nilai durbin upper sebesar 1,8015.
Diperolehnya nilai-nilai durbin tersebut tergolong kriteria du < d < 4-du, yakni
1,8015 < 1,887 < 2,1985 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada
autokorelasi positif atau negatif untuk model kedua.
Selanjutnya hasil pengujian autokorelasi model ketiga dengan jumlah
jumlah variabel (k) sebanyak 6, jumlah observasi (n) sebanyak 99, dan dengan α =
5% yang kemudian diregresi sehingga diperolehnya nilai Durbin-Watson sebesar
1,985, nilai durbin-lower sebesar 1,5467 dan nilai durbin upper sebesar 1,8029.
Diperolehnya nilai-nilai durbin tersebut tergolong kriteria du < d < 4-du, yakni
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1,8029 < 1,985 < 2,1971 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada
autokorelasi positif atau negatif untuk model ketiga.
Terakhir hasil pengujian autokorelasi model keempat dengan jumlah
jumlah variabel (k) sebanyak 6, jumlah observasi (n) sebanyak 97, dan dengan α =
5% yang kemudian diregresi sehingga diperolehnya nilai Durbin-Watson sebesar
2,177, nilai durbin-lower sebesar 1,5407 dan nilai durbin upper sebesar 1,8025.
Diperolehnya nilai-nilai durbin tersebut tergolong kriteria du < d < 4-du, yakni
1,8025 < 2,177 < 2,1975 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada
autokorelasi positif atau negatif untuk model keempat.
4.3.3 Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah model
regresi ditemukan adanya korelasi di antara variabel independen. Model dikatakan
baik jika tidak terjadi korelasi di antara variabel indepeneden (Ghozali, 2011).
Untuk melihat ada atau tidaknya masalah multikolinieritas dapat dilihat dari nilai
Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai tolerance > 0,1 dan nilai
VIF < 10, maka tidak terjadi masalah multikolinieritas dan model regresi dapat
dikatakan baik. Sedangkan jika nilai tolerance < 0,1 dan nilai VIF > 10, maka
terjadi masalah multikolinieritas dan model regresi dapat dikatakan tidak baik.
Hasil uji multikolinieritas model pertama sampai model keempat dapat




Hasil Uji Multikolinieritas Model 1
Variabel Collinearity Statistics KeteranganTolerance VIF
KP 0,885 1,130 Bebas multikolinieritas
KI 0,959 1,043 Bebas multikolinieritas
KA 0,616 1,623 Bebas multikolinieritas
ROA 0,846 1,182 Bebas multikolinieritas
LEV 0,843 1,186 Bebas multikolinieritas
SIZE 0,617 1,621 Bebas multikolinieritas
Hasil Uji Multikolinieritas Model 2
Variabel Collinearity Statistics KeteranganTolerance VIF
KP 0,879 1,137 Bebas multikolinieritas
KI 0,942 1,061 Bebas multikolinieritas
KA 0,586 1,705 Bebas multikolinieritas
ROA 0,852 1,174 Bebas multikolinieritas
LEV 0,824 1,213 Bebas multikolinieritas
SIZE 0,585 1,709 Bebas multikolinieritas
Hasil Uji Multikolinieritas Model 3
Variabel Collinearity Statistics KeteranganTolerance VIF
KP 0,890 1,124 Bebas multikolinieritas
KI 0,967 1,034 Bebas multikolinieritas
KA 0,618 1,619 Bebas multikolinieritas
ROA 0,844 1,185 Bebas multikolinieritas
LEV 0,840 1,191 Bebas multikolinieritas
SIZE 0,621 1,610 Bebas multikolinieritas
Hasil Uji Multikolinieritas Model 4
Variabel Collinearity Statistics KeteranganTolerance VIF
KP 0,902 1,108 Bebas multikolinieritas
KI 0,969 1,032 Bebas multikolinieritas
KA 0,675 1,481 Bebas multikolinieritas
ROA 0,837 1,195 Bebas multikolinieritas
LEV 0,841 1,189 Bebas multikolinieritas
SIZE 0,668 1,496 Bebas multikolinieritas
Sumber : data sekunder diolah 2015
Berdasarkan Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa dari hasil uji multikolinieritas
model pertama sampai model keempat variabel KP, KI, KA, ROA, LEV, dan
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SIZE masing-masing memiliki nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10. Oleh
karena itu, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam setiap model bebas
dari asumsi multikolinearitas dan model regresi dapat dikatakan baik.
4.3.4 Uji Heterokedastisitas
Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam
model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu observasi ke
observasi yang lain. Penelitian ini menggunakan uji glejser yaitu meregresikan
variabel-variabel bebas terhadap nilai absolut residualnya (Ghozali, 2011). Jika
koefisien korelasi semua variabel terhadap residual > 0,05 dapat disimpulkan
bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas
dapat dilihat pada Tabel 4.7 sampai Tabel 4.10 sebagai berikut:
Tabel 4.7
Hasil Uji Heterokedastisitas Model 1
Sumber : data sekunder diolah 2015
Sebelum Transformasi Uji Heterokedastisitas Model 1
Variabel Koefisien T Sig. Ket.
KP 0,013 0,669 0,505 Bebas
KI 0,019 0,709 0,480 Bebas
KA -0,024 -1,472 0,145 Bebas
ROA -0,172 -4,415 0,000 Heterokedastisitas
LEV -0,006 -0,956 0,342 Bebas
SIZE 0,001 0,311 0,757 Bebas
Setelah Transformasi Uji Heterokedastisitas Model 1
Variabel Koefisien T Sig. Ket.
KP 0,013 0,568 0,572 Bebas
KI -0,006 -0,229 0,820 Bebas
KA -0,044 -1,909 0,059 Bebas
ROA 0,079 0,832 0,407 Bebas
LEV -0,002 -0,291 0,772 Bebas
SIZE 0,003 1,063 0,291 Bebas
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Berdasarkan Tabel 4.7 hasil pengujian heterokedastisitas untuk menguji
model pertama diketahui bahwa model regresi terkena masalah heteroskedasitas.
Hal ini dapat dilihat dari variabel ROA dengan signifikan pada α < 0,05. Untuk
mengatasi masalah heteroskedastisitas dalam penelitian ini diselesaikan dengan
mentransformasikan model dengan membagi model regresi dengan salah satu
variabel independen yang terkena heterokedastisitas yang digunakan dalam model
tersebut, yaitu dengan membagi seluruh variabel dengan variabel ROA. Pengujian
setelah seluruh variabel dibagi dengan salah satu variabel independen yang
terkena masalah heterokedastisitas, hasil pengujian heteroskedastisitas
menunjukkan bahwa model regresi pada model pertama bebas dari masalah
heteroskedastisitas.
Tabel 4.8
Hasil Uji Heterokedastisitas Model 2
Sumber : data sekunder diolah 2015
Dari hasil pengujian heterokedastisitas di atas untuk menguji model kedua
diketahui bahwa model regresi tidak terkena masalah heteroskedasitas. Hal ini
dapat dilihat dari seluruh variabel yaitu KP, KI, KA, ROA, LEV, dan SIZE
memiliki tingkat signifikasi > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh
variabel tidak terkena masalah heterokedastisitas.
Uji Heterokedastisitas Model 2
Variabel Koefisien T Sig. Ket.
KP 0,042 1,095 0,276 Bebas
KI 0,061 1,163 0,248 Bebas
KA -0,049 -1,606 0,112 Bebas
ROA -0,111 -1,586 0,116 Bebas
LEV 0,020 1,737 0,086 Bebas
SIZE 0,003 0,532 0,596 Bebas
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Tabel 4.9
Hasil Uji Heterokedastisitas Model 3
Sumber : data sekunder diolah 2015
Untuk model ketiga dari hasil pengujian heterokedastisitas diketahui
bahwa model regresi juga terkena masalah heteroskedasitas. Pada variabel ROA
memiliki nilai signifikansi sebesar 0,034 < 0,05. Untuk mengatasi masalah
heteroskedastisitas diselesaikan dengan mentransformasikan model dengan
membagi model regresi dengan salah satu variabel independen yang terkena
heterokedastisitas yang digunakan dalam model tersebut, yaitu dengan membagi
seluruh variabel dengan variabel ROA. Hasil pengujian heteroskedastisitas setelah
transformasi menunjukkan bahwa model regresi pada model ketiga bebas dari
masalah heteroskedastisitas.
Sebelum Diobati Uji Heterokedastisitas Model 3
Variabel Koefisien T Sig. Ket.
KP 0,006 0,924 0,358 Bebas
KI 0,009 1,080 0,283 Bebas
KA 0,000 -0,089 0,929 Bebas
ROA -0,027 -2,150 0,034 Heterokedastisitas
LEV 0,000 0,225 0,823 Bebas
SIZE 0,001 1,531 0,129 Bebas
Setelah Diobati Uji Heterokedastisitas Model 3
Variabel Koefisien T Sig. Ket.
KP 0,009 1,339 0,184 Bebas
KI 0,012 1,524 0,131 Bebas
KA -0,005 -0,789 0,432 Bebas
ROA -0,039 -1,390 0,168 Bebas
LEV 0,001 0,731 0,466 Bebas
SIZE 0,002 1,862 0,066 Bebas
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Tabel 4.10
Hasil Uji Heterokedastisitas Model 4
Sumber : data sekunder diolah 2015
Dari hasil uji heterokedastisitas untuk model keempat di atas menunjukkan
bahwa keseluruhan variabel tidak terkena masalah heterokedastisitas. Hal ini
dapat dilihat dari seluruh variabel yakni KP, KI, KA, ROA, LEV dan SIZE
memiliki tingkat nilai signifikansi > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa
seluruh variabel tidak terkena masalah heterokedastisitas.
4.4 Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah
tindakan pajak agresif pada perusahaan non keuangan yang tergabung dalam grup
dipengaruhi oleh kepemilikan pengendali dan corporate governance. Selain itu,
penelitian ini juga menguji apakah insentif pajak dan insentif non pajak
mempengaruhi tindakan pajak agresif dalam perusahaan grup. Untuk
membuktikan hal tersebut, terdapat beberapa hipotesis yang dikembangkan
dengan empat model penelitian. Pengujian hipotesis dilakukan dengan
menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan software SPPS dan
telah membuang data outliers untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Hasil uji
Uji Heterokedastisitas Model 4
Variabel Koefisien T Sig. Ket.
KP 0,003 0,404 0,687 Bebas
KI -0,006 -0,519 0,605 Bebas
KA -0,003 -0,398 0,692 Bebas
ROA -0,017 -1,053 0,295 Bebas
LEV 0,000044 0,017 0,986 Bebas
SIZE 0,002 1,333 0,186 Bebas
75
analisis regresi linier berganda untuk masing-masing model disajikan pada Tabel
4.11 sebagai berikut :
Tabel 4.11
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda untuk Pengujian Hipotesis Model





Model 1 (ETR) Model 2 (CETR) Model 3(BTD_MP)
Model 4
(BTD_DD)
Koef Sig Koef Sig Koef Sig Koef sig
(Constant)
-0,012 0,925 0,001 0,997 0,038 0,334 -0,151 0,008
KP - (+) 0,016 0,694 0,063 0,359 -0,003 0,807 0,003 0,834
KI + (-)
-0,034 0,501 -0,282 0,003 0,010 0,494 0,012 0,481
KA + (-)
-0,075 0,076 -0,098 0,068 0,005 0,687 0,035 0,003
ROA - (+) 0,132 0,448 0,066 0,595 -0,054 0,291 -0,022 0,392
LEV - (+) 0,026 0,017 0,029 0,151 -0,004 0,200 -0,006 0,117
SIZE - (+) 0,010 0,089 0,020 0,056 0,002 0,267 0,002 0,291
Adjusted R2 0,773 0,085 0,154 0,140
F 56,023 2,401 3.984 3,611
Sig 0,000 0,034 0,001 0,003
Sumber : data sekunder diolah 2015
Berdasarkan Tabel 4.11 di atas, pada pengujian hipotesis untuk model
pertama didapatkan nilai adjusted R2 sebesar 0,773 menunjukkan bahwa 77,3%
variabel independen menjelaskan variabel dependennya, sedangkan sisanya
dijelaskan oleh variabel lain. Nilai statistik F sebesar 56,023 dan tingkat
signifikansi 0,000 < 0,005 maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel
kepemilikan pengendali, proporsi komisaris independen, ukuran komite audit,
profitabilitas, tingkat hutang, dan ukuran perusahaan secara serentak dan
signifikan mempengaruhi variabel tindakan pajak agresif yang diukur dengan
ETR. Untuk model kedua, nilai adjusted R2 sebesar 0,085 menunjukkan bahwa
8,5 % variabel independen menjelaskan variabel dependen, sedangkan sisanya
dijelaskan oleh variabel lain. Nilai statistik F hitung sebesar 2,401 dan tingkat
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signifikansi 0,034 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel
independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel tindakan pajak
agresif yang diukur dengan CETR.
Selanjutnya untuk model ketiga, didapatkan nilai adjusted R2 sebesar
0,154 menunjukkan bahwa 15,4% variabel independen menjelaskan variabel
dependen, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Nilai F hitung sebesar
3,984 dan tingkat signifikansi 0,001 < 0,005 maka dapat disimpulkan bahwa
seluruh variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi
variabel tindakan pajak agresif yang diukur dengan BTD_MP. Terakhir model
keempat, didapatkan nilai adjusted R2 sebesar 0,140 menunjukkan bahwa 14%
variabel independen menjelaskan variabel dependen, sedangkan sisanya
dijelaskan oleh variabel lain. Nilai F hitung sebesar 3,611 dan tingkat signifikansi
0,003 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen secara
serentak dan signifikan mempengaruhi variabel tindakan pajak agresif yang
diukur dengan BTD_DD.
4.4.1 Pengujian Hipotesis 1
Hasil pengujian variabel kepemilikan pengendali dengan variabel
dependen ETR menunjukkan nilai koefisien yang positif dengan tingkat
signifikansi 0,694 lebih besar dari 0,05. Artinya, variabel kepemilikan pengendali
tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan ETR. Hasil
pengujian variabel kepemilikan pengendali dengan variabel dependen CETR
menunjukkan nilai koefisien yang positif dengan tingkat signifikansi 0,359 lebih
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besar dari 0,05. Artinya, variabel kepemilikan pengendali tidak berpengaruh
terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan CETR. Hasil pengujian
variabel kepemilikan pengendali dengan variabel dependen BTD_MP
menunjukkan nilai koefisien yang negatif dengan tingkat signifikansi 0,807 lebih
besar dari 0,05. Artinya, kepemilikan pengendali tidak berpengaruh terhadap
tindakan pajak agresif yang diukur dengan BTD_MP. Terakhir hasil pengujian
variabel kepemilikan pengendali dengan variabel dependen BTD_DD
menunjukkan nilai koefisien yang positif dengan tingkat signifikansi 0,834 lebih
besar dari 0,05. Artinya, kepemilikan pengendali tidak berpengaruh terhadap
tindakan pajak agresif yang diukur dengan BTD_DD.
Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan pengendali tidak
mempengaruhi tindakan pajak agresif yang diukur dengan keempat proksi
tersebut. Maka dari itu, untuk hipotesis pertama yang menyatakan bahwa
kepemilikan pengendali berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif dapat
disimpulkan bahwa hipotesis pertama ditolak.
4.4.2 Pengujian Hipotesis 2
Hasil pengujian variabel proporsi komisaris independen dengan variabel
dependen ETR menunjukkan nilai koefisien yang negatif dengan tingkat
signifikansi 0,501 lebih besar dari 0,05. Artinya, proporsi komisaris independen
tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan ETR. Hasil
pengujian variabel proporsi komisaris independen dengan variabel dependen
CETR menunjukkan nilai koefisien yang negatif dengan tingkat signifikansi 0,003
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kurang dari 0,05. Artinya, meningkatnya jumlah komisaris independen dalam
suatu perusahaan menambah tindakan pajak agresif. Hasil ini bertolak belakang
dengan hasil penelitian Lanis dan Richardson (2011) dan Prakosa (2014) yang
menyatakan komisaris independen yang merupakan bagian dari dewan komisaris
dapat melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan dalam melakukan
perumusan strategi termasuk dalam strategi yang berhubungan dengan pajak.
Sedangkan hasil pengujian variabel proporsi komisaris independen dengan
variabel dependen BTD_MP menunjukkan nilai koefisien yang positif dengan
tingkat signifikansi 0,494 lebih besar dari 0,05. Artinya, proporsi komisaris
independen tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif. Terakhir, hasil
pengujian variabel proporsi komisaris independen dengan variabel dependen
BTD_DD menunjukkan nilai koefisien yang positif dengan tingkat signifikansi
0,481 lebih besar dari 0,05. Artinya, proporsi komisaris independen tidak
berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif.
Dari hasil tersebut hanya proporsi komisaris independen yang berpengaruh
negatif dan signifikan terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan CETR.
Hal ini menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen menambah tindakan
pajak agresif pada perusahaan grup sektor non keuangan. Maka dari itu, untuk
hipotesis kedua yang menyatakan bahwa proporsi komisaris independen
berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif dapat disimpulkan bahwa
hipotesis kedua ditolak.
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4.4.3 Pengujian Hipotesis 3
Hasil pengujian variabel ukuran komite audit dengan variabel dependen
ETR menunjukkan nilai koefisien yang negatif dengan tingkat signifikansi 0,076
lebih besar dari 0,05. Artinya, variabel ukuran komite audit tidak berpengaruh
terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan ETR. Hasil pengujian
variabel ukuran komite audit dengan variabel dependen CETR menunjukkan nilai
koefisien yang negatif dengan tingkat signifikansi 0,068 lebih besar dari 0,05.
Artinya, variabel ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak
agresif yang diukur dengan CETR. Hasil pengujian variabel ukuran komite audit
dengan variabel dependen BTD_MP menunjukkan nilai koefisien yang positif
dengan tingkat signifikansi 0,687 lebih besar dari 0,05. Artinya, ukuran komite
audit tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan
BTD_MP. Hasil pengujian variabel ukuran komite audit dengan variabel
dependen BTD_DD menunjukkan nilai koefisien yang positif dengan tingkat
signifikansi 0,003 lebih kecil dari 0,05. Artinya, variabel ukuran komite audit
mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan pajak agresif. Hal
ini menunjukkan bahwa keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan
menambah tindakan pajak agresif.
Dari hasil tersebut hanya ukuran komite audit yang berpengaruh positif
dan signifikan terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan BTD_DD. Hal
ini menunjukkan bahwa ukuran komite audit menambah tindakan pajak agresif
perusahaan sampel. Maka dari itu, untuk hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa
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ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif dapat
disimpulkan bahwa hipotesis ketiga ditolak.
4.4.4 Pengujian Hipotesis 4
Hasil pengujian variabel profitabilitas dengan variabel dependen ETR
menunjukkan nilai koefisien yang positif dengan tingkat signifikansi 0,448 lebih
besar dari 0,05. Artinya, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak
agresif yang diukur dengan ETR. Hasil pengujian variabel profitabilitas dengan
variabel dependen CETR menunjukkan nilai koefisien yang positif dengan tingkat
signifikansi 0,066 lebih besar dari 0,05. Artinya, profitabilitas tidak berpengaruh
terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan CETR. Hasil pengujian
variabel profitabilitas dengan variabel dependen BTD_MP menunjukkan nilai
koefisien yang negatif dengan tingkat signifikansi 0,291 lebih besar dari 0,05.
Artinya, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif yang
diukur dengan BTD_MP. Hasil pengujian variabel profitabilitas dengan variabel
dependen BTD_DD menunjukkan nilai koefisien yang negatif dengan tingkat
signifikansi 0,392 lebih besar dari 0,05. Artinya, profitabilitas tidak berpengaruh
terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan BTD_DD.
Dari hasil pengujian hipotesis untuk setiap model menunjukkan bahwa
motivasi tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan grup non
keuangan tidak dipengaruhi oleh insentif pajak, yaitu profitabilitas. Maka dari itu,
untuk hipotesis keempat yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh
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positif terhadap tindakan pajak agresif dapat disimpulkan bahwa hipotesis
keempat ditolak.
4.4.5 Pengujian Hipotesis 5
Hasil pengujian variabel tingkat hutang dengan variabel dependen ETR
menunjukkan nilai koefisien yang positif dengan tingkat signifikansi 0,017 lebih
kecil dari 0,05. Artinya, tingkat hutang berpengaruh positif dan signifikan
terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan ETR. Hasil pengujian
variabel tingkat hutang dengan variabel dependen CETR menunjukkan nilai
koefisien yang positif dengan tingkat signifikansi 0,151 lebih besar dari 0,05.
Artinya, tingkat hutang tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif yang
diukur dengan CETR. Hasil pengujian variabel tingkat hutang dengan variabel
dependen BTD_MP menunjukkan nilai koefisien yang negatif dengan tingkat
signifikansi 0,200 lebih besar dari 0,05. Artinya, tingkat hutang tidak berpengaruh
terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan BTD_MP. Terakhir hasil
pengujian variabel tingkat hutang dengan variabel dependen BTD_DD
menunjukkan nilai koefisien yang negatif dengan tingkat signifikansi 0,117 lebih
besar dari 0,05. Artinya, tingkat hutang tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak
agresif yang diukur dengan BTD_MP.
Dari hasil pengujian hipotesis tersebut hanya tingkat hutang yang
berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan pajak agresif yang diukur
dengan ETR. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan hutang menekan tindakan
pajak agresif perusahaan. Maka dari itu, hipotesis kelima yang menyatakan bahwa
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tingkat hutang berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif dapat
disimpulkan bahwa hipotesis kelima ditolak.
4.4.6 Pengujian Hipotesis 6
Hasil pengujian variabel ukuran perusahaan dengan variabel dependen
ETR menunjukkan nilai koefisien yang positif dengan tingkat signifikansi 0,089
lebih besar dari 0,05. Artinya, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap
tindakan pajak agresif yang diukur dengan ETR. Hasil pengujian variabel ukuran
perusahaan dengan variabel dependen CETR menunjukkan nilai koefisien yang
positif dengan tingkat signifikansi 0,056 lebih besar dari 0,05. Artinya, ukuran
perusahaan tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan
CETR. Hasil pengujian variabel ukuran perusahaan dengan variabel dependen
BTD_MP menunjukkan nilai koefisien yang positif dengan tingkat signifikansi
0,267 lebih besar dari 0,05. Artinya, ukuran perusahaan tidak berpengaruh
terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan BTD_MP. Terakhir, hasil
pengujian variabel ukuran perusahaan dengan variabel dependen BTD_DD
menunjukkan nilai koefisien yang positif dengan tingkat signifikansi 0,291 lebih
besar dari 0,05. Artinya, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tindakan
pajak agresif yang diukur dengan BTD_DD.
Dari hasi pengujian hipotesis keenam untuk setiap model menunjukkan
bahwa motivasi untuk melakukan tindakan pajak agresif oleh perusahaan grup
non keuangan tidak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan sebagai insentif non
pajak. Maka dari itu, hipotesis keenam yang menyatakan bahwa ukuran
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perusahaan berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif dapat disimpulkan
bahwa hipotesis keenam ditolak.
4.5 Pembahasan
Dari hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, dapat dinyatakan
bahwa hipotesis pertama sampai hipotesis keenam ditolak dalam penelitian ini.
4.5.1 Pengaruh Kepemilikan Pengendali terhadap Tindakan Pajak Agresif
Pengujian hipotesis pertama bertujuan untuk mengetahui apakah
kepemilikan pengendali berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif. Dari hasil
pengujian regresi linier berganda variabel kepemilikan pengendali tidak
berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan menggunakan
ETR. Selanjutnya pengujian variabel kepemilikan pengendali tidak berpengaruh
terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan menggunakan CETR.
Pengujian lainnya variabel kepemilikan pengendali tidak berpengaruh terhadap
tindakan pajak agresif yang diukur dengan menggunakan BTD_MP. Terakhir
pengujian variabel kepemilikan pengendali tidak berpengaruh terhadap tindakan
pajak agresif yang diukur dengan menggunakan BTD_DD. Berdasarkan keempat
hasil uji tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan
bahwa kepemilikan pengendali berpengaruh positif terhadap tindakan pajak
agresif tidak terbukti.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan pengendali tidak
berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif. Hal ini berarti bahwa adanya
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kepemilikan saham pengendali pada perusahaan grup non keuangan bukan
sebagai motivasi dalam melakukan tindakan pajak agresif yang dilakukan
perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya. Hasil penelitian ini tidak sejalan
dengan teori agensi, karena berdasarkan teori agensi menjelaskan bahwa ketika
adanya pemegang saham pengendali pada perusahaan akan memunculkan
masalah keagenan antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham
non pengendali yang dapat mendorong pemegang saham pengendali untuk
memaksa manajer agar melakukan tindakan pajak agresif sehingga dapat
mengurangi beban pajak perusahaan. Dari data perusahaan sampel yang terlihat
pada statistik deskriptif yaitu variabel ETR, CETR, BTD_MP, dan BTD_DD
menunjukkan bahwa perusahaan sampel juga tidak melakukan tindakan pajak
agresif.
4.5.2 Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Tindakan Pajak
Agresif
Pengujian hipotesis kedua bertujuan untuk mengetahui apakah proporsi
komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif. Dari
hasil pengujian regresi linier berganda proporsi komisaris independen tidak
berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan variabel ETR.
Selanjutnya pengujian variabel proporsi komisaris independen berpengaruh
negatif terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan variabel CETR.
Pengujian lainnya variabel proporsi komisaris independen tidak berpengaruh
terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan variabel BTD_MP. Terakhir
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pengujian variabel proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap
tindakan pajak agresif yang diukur dengan variabel dan BTD_DD. Dari hasil
empat pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya hasil pengujian
proporsi komisaris independen terhadap tindakan pajak agresif dengan proksi
CETR memiliki pengaruh negatif dan signifikan. Ini menunjukkan bahwa
keberadaan komisaris independen menambah tindakan pajak agresif. Oleh karena
itu, untuk hipotesis kedua yang menyatakan bahwa proporsi komisaris independen
berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif tidak terbukti.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi komisaris
independen yang dimiliki perusahaan dapat menambah tindakan pajak agresif
pada perusahaan sampel. Menurut Sumomba (2013) semakin tinggi proporsi
komisaris independen maka semakin tinggi tekanan yang diberikan oleh komisaris
independen kepada manajemen untuk melakukan manajemen pajak demi
kepentingan investor. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian
Lanis dan Richardson (2011), Prakosa (2014), dan Maharani Suardana (2014)
yang menemukan bahwa komisaris indepenen berpengaruh negatif terhadap
tindakan pajak agresif.
4.5.3 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Tindakan Pajak Agresif
Pengujian hipotesis ketiga bertujuan untuk mengetahui apakah ukuran
komite audit berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif. Berdasarkan
hasil pengujian hipotesis ketiga ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap
tindakan pajak agresif yang diukur dengan ETR. Selanjutnya pengujian variabel
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ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif yang
diukur dengan CETR. Pengujian lainnya variabel ukuran komite audit tidak
berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan BTD_MP.
Terakhir pengujian variabel ukuran komite audit berpengaruh positif dan
signifikan terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan BTD_DD. Dari
hasil empat pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya hasil pengujian
ukuran komite audit terhadap tindakan pajak agresif dengan proksi BTD_DD
memiliki pengaruh positif dan signifikan. Ini menunjukkan bahwa komite audit
menambah tindakan pajak agresif. Oleh karena itu, untuk hipotesis ketiga yang
menyatakan bahwa ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap tindakan
pajak agresif tidak terbukti.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah komite
audit maka semakin besar tindakan pajak agresif. Adanya komite audit dalam
perusahaan kemungkinan juga ikut melakukan tindakan pajak agresif perusahaan.
Sejalan dengan penelitian Bradbury et al. (2002) dan Bernad (2011) yang
menemukan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.
Hal ini berarti bahwa semakin banyak jumlah anggota komite audit membuat
tingkat pengawasan semakin ketat untuk mendorong efisiensi atas beban pajak
dan saran-saran yang berhubungan dengan pajak diberikan lebih berkualitas
sehingga dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Hasil penelitian ini tidak
sejalan dengan hasil penelitian Annisa dan Kurniasih (2012) dan Maharani dan
Suardana (2014) yang menemukan bahwa komite audit berpengaruh negatif
terhadap tindakan pajak agresif.
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4.5.4 Pengaruh Profitabilitas terhadap Tindakan Pajak Agresif
Pengujian hipotesis keempat bertujuan untuk mengetahui apakah
profitabilitas berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif. Dari hasil
pengujian regresi linier berganda profitabilitas tidak berpengaruh terhadap
tindakan pajak agresif yang diukur dengan variabel ETR. Pengujian selanjutnya
variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif yang
diukur dengan variabel CETR. Pengujian lainnya variabel profitabilitas tidak
berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan variabel
BTD_MP. Terakhir pengujian variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap
tindakan pajak agresif yang diukur dengan variabel BTD_DD. Berdasarkan hasil
pengujian hipotesis keempat profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tindakan
pajak agresif. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat yang menyatakan
bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif tidak
terbukti.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi tindakan pajak agresif
yang dilakukan oleh perusahaan grup non keuangan tidak dipengaruhi oleh
insentif pajak, yaitu profitabilitas. Selain itu, kemungkinan lainnya adalah manajer
perusahaan tidak mau menjalankan tindakan pajak agresif karena manajer pada
perusahaan grup di Indonesia biasanya juga sebagai pemilik perusahaan yang
merupakan anggota keluarga sendiri sehingga mereka lebih mementingkan
reputasi perusahaan daripada menerima kerugian akibat tindakan pajak agresif
yang dilakukan.
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4.5.5 Pengaruh Tingkat Hutang terhadap Tindakan Pajak Agresif
Pengujian hipotesis kelima bertujuan untuk mengetahui apakah tingkat
hutang berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif. Dari hasil pengujian
regresi linier berganda variabel tingkat hutang berpengaruh positif terhadap
tindakan pajak agresif yang diukur dengan variabel ETR. Selanjutnya pengujian
variabel tingkat hutang tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif yang
diukur dengan variabel CETR. Pengujian lainnya variabel tingkat hutang tidak
berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan variabel
BTD_MP. Terakhir pengujian variabel tingkat hutang tidak berpengaruh terhadap
tindakan pajak agresif yang diukur dengan variabel BTD_DD. Dari hasil empat
pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya hasil pengujian tingkat hutang
terhadap tindakan pajak agresif dengan proksi ETR memiliki pengaruh positif dan
signifikan. Ini menunjukkan bahwa tingkat hutang mengurangi tindakan pajak
agresif. Oleh karena itu, untuk hipotesis kelima yang menyatakan bahwa tingkat
hutang berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif tidak terbukti.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan hutang sebagai
insentif non pajak menurunkan tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh
perusahaan sampel. Leverage terkait dengan keputusan pendanaan yang
digunakan oleh perusahaan, apakah perusahaan memilih menggunakan hutang
atau menggunakan ekuitas. Apabila perusahaan menggunakan hutang maka
perusahaan harus memberikan return pada kreditur berupa biaya bunga. Biaya
bunga merupakan komponen biaya yang dapat dikurangkan dari laba kena pajak
sehingga akan mengakibatkan pengenaan beban pajak yang lebih kecil. Biaya
89
bunga dapat dianggap sebagai tax shield karena dapat menghemat pembayaran
pajak berupa pengurangan laba kena pajak, sehingga tidak jarang perusahaan yang
ingin menghindari pembayaran pajak dapat dengan meningkatkan komponen
pendanaan melalui hutang. Secara teori, dengan meningkatkan penggunaan
komponen pendanaan melalui hutang, maka tindakan pajak agresif akan semakin
tinggi. Namun, hasil penelitian ini memberikan hasil yang tidak sejalan dengan
teori yang sudah ada. Perbedaan itu terlihat dari tingkat hutang berpengaruh
positif dan signifikan terhadap ETR sebagai proksi tindakan pajak agresif.
Hasil ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Richardson dan Lanis (2007)
yang menyatakan bahwa tingkat hutang berpengaruh negatif terhadap tindakan
pajak agresif. Menurut Septiani dan Martani (2014) bahwa di Indonesia terdapat
peraturan pajak terkait hutang yang diatur dalam SE-46/PJ.4/1995 yang
menyatakan bahwa beban bunga baru dapat dibebankan sebagian jika bunga yang
dibayar atas pinjaman melebihi rata-rata pendapatan bunga yang ditempatkan di
dalam deposito berjangka dan menteri keuangan mempunyai wewenang untuk
menentukan perbandingan utang terhadap modal untuk kepentingan pajak
terutang. Selain itu, perusahaan yang memiliki tingkat hutang yang tinggi
cenderung mendapatkan pengawasan yang ketat dari bondholder dan menghindari
risiko kebangkrutan.
4.5.6 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tindakan Pajak Agresif
Pengujian hipotesis keenam bertujuan untuk mengetahui apakah ukuran
perusahaan berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif. Dari hasil
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pengujian regresi linier berganda variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh
terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan variabel ETR. Selanjutnya
pengujian variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak
agresif yang diukur dengan variabel CETR. Pengujian lainnya variabel ukuran
perusahaan tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan
variabel BTD_MP. Terakhir pengujian variabel ukuran perusahaan tidak
berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan variabel
BTD_DD. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keenam ukuran perusahaan tidak
berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis
keenam yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap
tindakan pajak agresif tidak terbukti.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa motivasi tindakan pajak agresif
yang dilakukan oleh perusahaan grup non keuangan tidak dipengaruhi oleh
insentif non pajak, yaitu ukuran perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa besar






Berdasarkan hasil yang didapatkan dari pengolahan data dengan
menggunakan bantuan software SPSS dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Kepemilikan pengendali tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif
yang diukur dengan ETR, CETR, BTD_MP, dan BTD_DD pada perusahaan
sampel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak
agresif yang diukur dengan ETR, BTD_MP, dan BTD DD. Sedangkan
proporsi komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
tindakan pajak agresif yang diukur dengan CETR, artinya semakin tinggi
proporsi komisaris independen maka semakin tinggi tindakan pajak agresif.
3. Ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif
yang diukur dengan ETR, CETR, dan BTD_MP. Sedangkan ukuran komite
audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan pajak agresif
yang diukur dengan BTD_DD, artinya semakin besar jumlah komite audit
maka semakin tinggi tindakan pajak agresif.
4. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif yang diukur
dengan ETR, CETR, BTD_MP, dan BTD_DD pada perusahaan sampel
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
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5. Tingkat hutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan pajak
agresif yang diukur dengan ETR. Sedangkan tingkat hutang tidak
berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan CETR,
BTD_MP, dan BTD_DD pada perusahaan sampel yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia.
6. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif.
Artinya bahwa motivasi tindakan pajak agresif yang yang diukur dengan
ETR, CETR, BTD_MP, dan BTD_DD pada perusahaan sampel yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5.2 Implikasi Hasil Penelitian
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kepemilikan saham pengendali,
profitabilitas, tingkat hutang, dan ukuran perusahaan bukan sebagai motivasi
perusahaan untuk melakukan tindakan pajak agresif. Hal ini dapat disebabkan
karena data memang menunjukkan bahwa perusahaan sampel tidak melakukan
tindakan pajak agresif, sedangkan hasil penelitian menemukan bahwa proporsi
komisaris independen dan komite audit menambah tindakan pajak agresif
perusahaan.
Bagi regulator, khususnya fiskus untuk lebih memperjelas peraturan
perpajakan yang ada agar perusahaan tahu mana yang dikatakan sebagai
perencanaan pajak legal dan ilegal. Bagi investor dapat membantu dalam
pengambilan keputusan dan bagi akademisi diharapkan penelitian ini bisa menjadi
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referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya mengenai pengaruh kepemilikan
pengendali dan corporate governance terhadap tindakan pajak agresif.
5.3 Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan-keterbatasan diantaranya:
1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan grup non keuangan
sebagai sampel penelitian, akibatnya sampel yang digunakan menjadi
terbatas.
2. Nilai Adj. R Square yang masih sangat rendah untuk variabel CETR,
BTD_MP, dan BTD_DD, hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak
terdapat variabel lain yang mempengaruhi tindakan pajak agresif.
5.4 Saran Bagi Penelitian Selanjutnya
Dengan adanya keterbatasan penelitian, disarankan untuk penelitian
selanjutnya :
1. Menambah sampel penelitian ke sektor-sektor perusahaan yang ada di
Bursa Efek Indonesia (BEI) sehingga cakupan sampel penelitian lebih luas
agar sampel yang diperoleh semakin banyak dan hasil penelitian sejenis
semakin baik.
2. Menambah variabel corporate governance, insentif pajak, dan insentif non
pajak yang lain yang dirasa benar-benar memiliki pengaruh terhadap
tindakan pajak agresif untuk dijadikan variabel penelitian sehingga nilai Adj
R Square dapat meningkat.
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